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ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN 

(STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)

ADITYA PRIYANTO PUTRA

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini mencoba menganalisis perlakuan akuntansi dan pelaporan 

tanggung jawab sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Penelitian ini 

menggunakan metode wawancara dan observasi dalam memperoleh data dan 

informasi untuk di analisis. Berdasarkan hasil analisis PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur mengelola dua bentuk program CSR; sebagai perseroan adalah Program 

Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan sebagai BUMN; Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari 

Laporan Keuangan Utama Perseroan menggunakan dasar PSAK 45-Pelaporan 

Keuangan Entitas Nirlaba. Sedangkan Program Partisipasi Pemberdayaan 

Lingkungan secara keseluruhan dilaporkan sebagai Beban pada Laporan Keuangan 

Utama Perseroan, dalam Laporan Laba-Rugi diklasifikasikan dalam pos Beban Lain-

lain dengan nama ComDev (community development). Aktivitas CSR PT. PLN 

(Persero) juga dilaporkan dalam Sustainability Report dalam bentuk Narrative 

Reporting dan telah menggunakan Global Reporting Initiative (GRI G3) sebagai 

dasar pelaporannya, sehingga telah memenuhi semua indikator pelaporan.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability Report, Global 

Reporting Initiative (GRI), Community Developoment (ComDev), 

Progarm Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Program Partisipasi 

Pemberdayaan Lingkungan (P3L).
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ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY REPORTING 

(CASE STUDY ON PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)

ADITYA PRIYANTO PUTRA

Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

This study tries to analyze accounting treatment and social responsibility

reporting on PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. This study used interview 

and observation to obtain the required data for the analysis. Based on the analysis,

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur managed two forms of CSR program; as a

company, the program is called P3L (Program Partisipasi Pemberdayaan 

Lingkungan) and as SOE (State-Owned Enterprises), the program is called PKBL 

(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). PKBL was reported in the Statement of 

Financial Position and the Statement of Activities apart from main Financial 

Statements, which was based on PSAK 45 - Nonprofit Financial Reporting Entity. 

While P3L was overall reported as expenses on the main financial statements of the 

company in the Consolidated Income classified as heading Other Expenses named

ComDev (community development). The activities of PT. PLN (Persero)’s CSR were 

also reported in Sustainability Report in the form of a Narrative Reporting, and PT. 

PLN (Persero) has used Global Reporting Initiative (GRI G3) as the basis for the 

report, so it has complied with all reporting indicators.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability Report, Global 

Reporting Initiative (GRI), Community Developoment (ComDev), 

Progarm Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Program 

Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).
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RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

(Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur); Aditya Priyanto Putra, 

090810301041; 2013; 95 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Jember.

Pada perkembangannya banyak perusahaan yang hanya berfokus pada 

kegiatan operasi semata demi menghasilkan keuntungan yang besar dan bentuk 

akuntabilitas finansial demi memenuhi kebutuhan informasi stakeholder perusahaan 

tersebut. Namun perlu disadari adanya dampak-dampak sosial yang akan ditimbulkan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya tersebut. Sehingga pertanggungjawaban 

perusahaan pun tidak sebatas hanya kepada investor dan kreditur, juga kepada 

lingkungan sosial perusahaan.

Dipilihnya PT. PLN (Persero) sebagai obyek penelitian atas dasar 

pertimbangan bahwa listrik merupakan infrastruktur yang penting bagi kualitas hidup 

manusia juga sebagai penunjang berbagai kegiatan perekonomian (Handayati, 2008). 

Anggraini (2006) dalam kesimpulan penelitiannya juga menyatakan bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri 

yang memiliki risiko politis yang tinggi (high-profile) cenderung mengungkapkan 

informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Hal demikian 

menunjukkan pengaruh tanggung jawab sosial sangatlah besar terhadap 

keberlangsungan operasi perusahaan. Melihat luasnya operasi perusahaan yang 

orientasinya sebagai BUMN, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dengan 

beberapa program yang telah ditetapkan dan dijalankan, menjadi penting bagi PT. 

PLN (Persero) menerapkan CSR Disclosure (pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan) yang baik.
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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana implementasi 

tanggung jawab sosial yang telah dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur. Peneliti juga menganalisis kepatuhan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan UU No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan PerMen BUMN No.5/MBU/2007 tentang 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Selanjutnya peneliti menganalisis 

penerapan dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur serta pelaporannya; apakah disajikan dalam 

sustainability report dan telah sesuai dengan Global Reporting Initiative (GRI).

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat dua bentuk program CSR yang 

dikelola oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Program Partisipasi 

Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL). Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan 

sudah baik. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan 

dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, 

dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah 

dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Laporan disusun dengan basis akrual 

dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas 

Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya 

diperuntukkan bagi pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksana 

operasional dalam merealisasikan anggaran.

Sedangkan untuk progran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PLN 

(Persero) yang berupa Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dimana 

sebagai bentuk kepatuhan perseroan dalam memenuhi UU no. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perseroan untuk melaksanakan tanggung 
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jawab sosial. Dilaksanakannya tanggung jawab sosial PT. PLN (persero) terlihat dari 

adanya pos Beban Community Development (ComDev) pada Laporan Laba-Rugi 

yang digolongkan pada bagian Beban Lain-lain. Diakui sebagai beban karena 

dianggap tidak memiliki nilai ekonomis ke depannya dan merupakan pengeluaran 

diluar operasi utama perusahaan, sehingga murni untuk program tanggung jawab 

sosialnya.

Selain dilaporkan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan 

Aktivitas yang terpisah dari Laporan Keuangan utama perusahaan serta tercantum 

sebagai Beban dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, PT. PLN (Persero) juga 

mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya itu dalam sebuah Laporan 

Keberlanjutan (sustainability report). Laporan Keberlanjutan tersebut disusun oleh 

Kantor Pusat PT. PLN (Persero) di Jakarta. Laporan tersebut telah mengacu pada GRI 

dimana telah memenuhi semua indikator unsur pelaporan. Serta sesuai dengan 

Batasan Pelaporan pada GRI ketika informasi yang diungkapkan tidak memiliki 

pengaruh dan dampak signifikan maka cukup disajikan dalam bentuk narasi.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Suatu perusahaan yang berdiri tentunya memiliki suatu tujuan atas kegiatan 

yang dilakukannya baik untuk menghasilkan keuntungan maupun sebagai suatu 

bentuk pelayanan publik. Sehingga perusahaan berdiri bukan tanpa tujuan dan tanpa 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Keuntungan tersebut diperoleh sebagian 

besar dari hasil operasi perusahaan sehingga menghasilkan sejumlah pendapatan 

tertentu dengan ekspektasi laba tertentu. Untuk mencapai semua itu diperlukan suatu 

upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak. Pada perkembangannya banyak 

perusahaan yang hanya berfokus pada kegiatan operasi semata demi menghasilkan 

keuntungan yang besar dan bentuk akuntabilitas finansial demi memenuhi kebutuhan 

informasi stakeholder perusahaan tersebut. Namun perlu disadari adanya dampak-

dampak sosial yang akan ditimbulkan perusahaan dalam menjalankan operasinya 

tersebut. Sehingga pertanggungjawaban perusahaan pun tidak sebatas hanya kepada 

investor dan kreditur, juga kepada lingkungan sosial perusahaan.

Dampak-dampak operasi perusahaan seperti polusi, eksploitasi tenaga kerja 

dan sumber energi serta penggunaan energi yang tidak berwawasan lingkungan akan 

berpengaruh pada kehidupan sosial di sekitarnya. Sehingga kehidupan dan 

kesejahteraan lingkungan sosial perusahaan perlu diperhatikan. Karena kesadaran 

masyarakat terhadap dampak operasi perusahaan pada kondisi sosialnya semakin 

penting dan menekan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban 

sosialnya.

Sebenarnya di Indonesia sendiri pengaturan terkait tanggung jawab sosial 

telah ada sejak lama, seperti telah adanya pembinaan usaha kecil oleh BUMN yang 

dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata 

Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum 
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(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kemudian terbitnya keputusan Menteri 

Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman 

Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik 

Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% 

dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program 

Pegelkop. Pada tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil 

dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil 

dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik 

Negara. Selanjutnya adanya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 

BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No. Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 

September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan 

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang 

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta 

yang terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 

tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan 

Program Bina Lingkungan. Sehingga pada dasarnya telah banyak regulasi yang 

mengatur pertanggungjawaban sosial bagi perusahaan terutama BUMN dan sudah 

selayaknya perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan kontribusi sosialnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disadari bahwa selain pihak yang 

berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan saja seperti investor dan 

kreditur, terdapat pula pihak-pihak sosial yang juga memiliki pengaruh terhadap 

keberlangsungan operasi perusahaan. Sehingga CSR begitu penting untuk dilakukan. 

Seperti yang disebutkan dalam Kebijakan Kementerian BUMN tentang Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2010, Wasrin (2010) menjelaskan 

alasan diterapkannya CSR adalah berdasarkan pertimbangan untuk (1) memenuhi 

regulasi, hukum dan aturan yang mengaturnya, (2) sebagai investasi sosial 

perusahaan untuk mendapatkan image yang positif, (3) bagian dari strategi bisnis 
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perusahaan, (4) untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat, dan 

(5) bagian dari risk management perusahaan untuk meredam atau menghindari 

konflik sosial.

Begitu pentingnya penerapan CSR di Indonesia dengan segala regulasi dan 

hukum yang mengaturnya tentu bukan tanpa suatu tanggung jawab atas 

penerapannya. Akuntabilitas perusahaan dalam penerapan CSR pun menjadi penting 

agar informasi keuangan terkait kegiatan CSR perusahaan menjadi transparan.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi 

perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya. Seperti yang disebutkan dalam 

PSAK No. 1 paragraf ke 12 (Revisi 2009) bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari 

laporan keuangan utama. Sehingga kesadaran suatu perusahaan akan pengungkapan 

tanggung jawab sosialnya menjadi penting, karena dengan demikian akan 

menunjukkan sejauh mana perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab perusahaan 

kepada masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu Undang-Undang RI No.

40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di 

bidang atau terkait dengan bidang SDA (sumber daya alam) untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dan wajib melaporkan pelaksanaan tanggung 

jawab tersebut di laporan tahunan.

Dipilihnya PT. PLN (Persero) sebagai obyek penelitian atas dasar 

pertimbangan bahwa listrik merupakan infrastruktur yang penting bagi kualitas hidup 

manusia juga sebagai penunjang berbagai kegiatan perekonomian (Handayati, 2008). 

Pembangunan ekonomi yang berkembang dengan cepat menuntut PT. PLN 

(Perusahaan Listrik Negara) Persero untuk menyediakan tenaga listrik dalam berbagai 

kebutuhan industri, ekonomi, perdagangan, pemerintahan dan bagi masyarakat luas. 

Sebagai salah satu BUMN, PT. PLN (Persero) yang kegiatan utamanya dalam 

penyediaan tenaga listrik tersebut tentunya rentan terhadap isu-isu maupun sentimen 
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negatif dari masyarakat yang terkait dengan dampak sosial yang ditimbulkan 

perusahaan. Selain itu Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 menyatakan 

maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan 

turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi 

lemah, koperasi dan masyarakat. Hal demikian menuntut PT. PLN (Persero) untuk 

melakukan program-program tanggung jawab sosial.

Program tanggung jawab sosial perusahaan PT. PLN (Persero) itu sendiri 

antara lain adalah Community Relation, Community Services, dan Community 

Empowering (www.pln.co.id). Kegiatan community relation merupakan kegiatan 

yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi 

kepada pihak terkait, misalnya kegiatan sosialisasi instalasi listrik melalui penerangan 

kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra 

Tinggi). Berikutnya kegiatan community services yang merupakan program yang 

berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum, seperti bantuan 

bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN sebagai contoh 

di Kelurahan Asemrowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT (Saluran Udara 

Tegangan Tinggi) 150kV Sawahan-Waru, bantuan sarana air bersih, dan masih 

banyak lagi. Sedangkan kegiatan community empowering terdiri dari program-

program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain, bantuan produksi 

dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET yang bekerja sama dengan 

Fakultas Pertanian UGM, pemberdayaan anggota PKK Asemrowo, Surabaya, serta 

bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman organik di sekitar instalasi PLN.

Melihat luasnya operasi perusahaan yang orientasinya sebagai BUMN, 

dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dengan beberapa program yang telah 

ditetapkan dan dijalankan, menjadi penting bagi PT. PLN (Persero) menerapkan CSR 

Disclosure (pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) yang baik, guna 
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meredam sentimen negatif yang ada dalam masyarakat dan memperlancar operasional 

perusahaan serta tidak terjadi suatu ketimpangan hasil yang diperoleh. Dimana 

nantinya terbentuk suatu keseimbangan antara perolehan laba perusahaan yang sesuai 

dengan legitimasi positif sebagai pengaruh (outcome) dari kegiatan 

pertanggungjawaban sosial yang telah diterapkan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait tanggung jawab sosial perusahaan telah 

banyak dilakukan, seperti penelitian Sujono dan Winartie (2004) yang dalam 

penelitiannya membahas penerapan akuntansi sosial pada PT. Pupuk Sriwidjaja. 

Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa biaya sosial dalam perusahaan tersebut 

terdiri dari biaya sosial yang terkait dengan karyawan, masyarakat, pengusaha kecil 

dan koperasi, konsumen, lingkungan, dan pemerintah. Latar belakang diterapkannya 

akuntansi sosial pada perusahaan tersebut adalah masih adanya sentimen negatif dari 

masyarakat yang disebabkan belum adanya pelaporan atas tanggung jawab sosialnya 

yang membuat tidak semua pihak bisa mengetahui tanggung jawab sosial PT. Pupuk 

Sriwidjaja tersebut. Akuntansi sosial memanglah suatu hal yang penting untuk 

dilakukan perusahaan sebagai suatu bentuk kepedulian perusahaan. Seperti yang 

disebutkan Luhgiatno, (2007) bahwa ada empat manfaat yang diperoleh bagi 

perusahaan dengan mengimplementasikan corporate social responsibility. Pertama, 

citra (image) positif dari masyarakat. Kedua, kemudahan perusahaan dalam akses 

kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia 

(human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan 

pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical decision making) dan 

mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk management). Anggraini (2006)

dalam kesimpulan penelitiannya juga menyatakan bahwa perusahaan dengan 

kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki 

risiko politis yang tinggi (high-profile) cenderung mengungkapkan informasi sosial 

yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Hal demikian menunjukkan 
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pengaruh tanggung jawab sosial sangatlah besar terhadap keberlangsungan operasi 

perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis bagaimana perlakuan 

akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur.

1.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk program CSR yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur?

2. Bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial pada 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur?

3. Apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melaporkan tanggung 

jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 – Perseroan 

Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan 

Menteri BUMN No. 5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan?

4. Apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menyajikan laporan mengenai 

tanggung jawab sosial di luar laporan keuangan utama seperti yang disebutkan 

dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan?

5. Apakah laporan tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) disajikan dalam 

laporan keberlanjutan (sustainability report) dan telah sesuai dengan GRI 2006-

Reporting Guidelines tentang Sustainability Reporting Guidlines?
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1.3.  Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sejauh apa implementasi tanggung jawab sosial yang telah 

dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

2. Untuk menganalisis penerapan dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban 

sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

3. Untuk menganalisis apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah 

melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 

tahun 2007 – Perseroan Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/2007 tentang Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan.

4. Untuk menganalisis apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

menyajikan laporan mengenai tanggung jawab sosial diluar laporan keuangan 

utama seperti yang disebutkan dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan.

5. Untuk menganalisis apakah laporan tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) 

disajikan dalam laporan keberlanjutan (sustainability report) dan telah sesuai 

dengan GRI 2006-Reporting Guidelines tentang Sustainability Reporting 

Guidlines.

1.4.  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami, 

menganalisa permasalahan yang ada serta memberikan usulan dalam penerapan 
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perlakuan akuntansi yang sesuai bagi pelaporan akuntansi pertanggungjawaban 

sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur saat ini.

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang 

telah ada agar menjadi lebih baik.

3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai pihak untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung 

jawab sosial perusahaan.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

2.1.1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam Paparan Kebijakan Kementerian BUMN tentang CSR tahun 2010 

pada acara rapat koordinasi tentang Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja 

dan Peluang Usaha, Wasrin (2010) selaku Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina 

Lingkungan menyebutkan bahwa perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan pertama kali muncul saat diterbitkannya buku karya Howard R Bowen 

yang berjudul Social Responsibility of the Businessman pada tahun 1953 yang 

selanjutnya Howard R Bowen dikenal sebagai Bapak CSR. CSR mulai berkembang 

pada tahun 1960 dimana persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai 

mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kemudian KTT Bumi (earth summit), 

tahun 1992 di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, 

pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus dilakukan. Lalu World 

Summit on Sustainable Development (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika 

Selatan memunculkan konsep Social Responsibility, yang mengiringi dua konsep 

sebelumnya yaitu Economic and Environment Sustainability. Perkembangan 

berikutnya adalah rencana diberlakukannya sertifikasi ISO 26000 mengenai 

Guidance on Social Responsibility pada tahun 2010.

Banyak sekali prinsip-prinsip terkait CSR yang telah berkembang. Menurut 

Luhgiatno (2007) corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, pertisipasi 

pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dijelaskan 

bahwa penerapan corporate social responsibility merupakan bentuk implementasi 
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GCG (good corporate governance) perusahaan karena salah satu prinsip GCG adalah 

masalah tanggung jawab (responsibility) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip 

korporasi yang sehat.

Menurut The World Business Council For Sustainable Development 

(WBCSD) dalam Handayani (2008) definisi CSR adalah sebagai berikut :

“Corporate social responsibility is the continuing comitment by business to 

be have ethically and contribute to economic development while improving the 

quality of life of the workforce and their families as well as of local community and 

society at large.”

Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para 

karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti 

setempat (lokal), dan masyarakat luas secara keseluruhan dalam rangka 

meningkatkan kualitas kehidupan. 

Regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya BUMN di 

Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 

Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, 

yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan 

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana 

dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program 

Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program 

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari 

bagian laba BUMN. Dengan adanya regulasi terkait penerapan tanggung jawab sosial 

atau corporate social responsibility bagi BUMN tersebut mengasumsikan betapa 

pentingnya praktek tanggung jawab sosial tersebut sehingga BUMN pun sebagai unit 
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usaha milik negara pun juga dituntut menerapkan tanggung jawab sosial. Kewajiban 

diterapkannya tanggung jawab sosial bagi perusahaan juga telah diatur dalam 

Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang 

menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan.”

2.1.2. Manfaat Corporate Social Responsibility bagi Perusahaan

Menurut Suharto (2006) dalam Yentifa dan Handayani (2008) tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang didasari tiga 

prinsip yang dikenal dengan Triple Bottom Line, yaitu Profit, People, dan Planet.

Masing-masing maksudnya adalah sebagai berikut :

1. Profit

Perusahaan harus tetap berorientasi untuk terus beroperasi dan berkembang.

2. People

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

3. Planet

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan keragaman hayati.

Sehingga dalam prakteknya fokus tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

kepada tiga hal tersebut (Yentifa dan Handayani, 2008). Dengan profitabilitas yang 

memadai, tentu perolehan laba menjadi hal yang utama dan penting karena laba 

merupakan salah satu alat ukur perusahaan untuk dapat berkembang dan 

mempertahankan eksistensinya. Pencapaian laba yang optimal akan menunjang 

operasional perusahaan dan pemenuhan kewajiban perusahaan. Perhatian kepada 

masyarakat pun menjadi hal yang tidak kalah penting bagi perusahaan. Perusahaan 

dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan-

kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kompetensi perlu 
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dibuat. Selanjutnya partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkunganpun juga 

menjadi hal yang penting mengingat perusahaan telah memperoleh manfaat atas 

penggunaan lahan yang ada. Dengan pelestarian lingkungan, perusahaan berarti juga 

mencegah terjadinya dampak negatif lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat 

kerusakan lingkungan dan juga mencegah adanya pembengkakan biaya untuk 

penanggulangan bencana di masa yang akan datang.

Harahap (2005) dalam Luhgiatno (2007) mengemukakan beberapa alasan 

perlunya perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial yaitu:

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan 

masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat 

menguntungkan perusahaan.

2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, 

masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.

3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, 

simpati karyawan, investor, dan lain-lain.

4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur 

tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari 

pembatasan kegiatan perusahaan.

5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang 

berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.

6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.

7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang terkadang 

suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.

8. Membantu kepentingan nasional, seperti konversi alam, pemeliharaan barang 

seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lain-lain.
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Kotler dan Lee (2005) dalam Masnila (2006) menyatakan bahwa partisipasi 

perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak 

manfaat bagi perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan penjualan dan market share.

2. Memperkuat brand positioning.

3. Meningkatkan image dan pengaruh perusahaan.

4. Meningkatkan kemampuan mempertahankan (retain) karyawan.

5. Menurunkan biaya operasional.

6. Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi.

2.1.3. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Kebijakan Perusahaan

Menurut Hasibuan (2004) dalam Handayati dan Laksiani (2008) tanggung 

jawab sosial perusahaan memiliki empat jenis tanggung jawab, yaitu yang bersifat 

ekonomis, artinya memperoleh laba bagi pemegang saham; legal, mematuhi peraturan 

dan hukum (berhubungan dengan lingkungan dan sebagainya); etika atau ethical

dimana perusahaan harus memenuhi kaidah-kaidah normatif seperti berlaku jujur, 

transparan, tidak ada diskriminasi ras atau gender dan tidak korupsi. Tanggung jawab 

selanjutnya bersifat discretionary, yaitu tanggung jawab yang sebenarnya tidak harus 

dilakukan, tetapi atas kemauan sendiri.

Hamann dan Acutt (2003) dalam Handayati dan Laksiani (2008), 

menjelaskan terdapat dua motivasi yang mendasari diterimanya konsep CSR oleh 

kalangan bisnis. Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat 

kosmetik, superfacial, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi kesan korporasi 

yang peduli terhadap kepentingan sosial. Realisasi CSR yang bersifat akomodatif 

tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi 
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sesungguhnya. Kedua, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi 

wacana. Motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama 

yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus, kiprah para 

korporasi raksasa.

2.1.4. Teori Legitimasi

Deegan (2006) dalam Chariri dan Nugroho (2009) menyebutkan legitimasi 

merupakan hal yang penting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Sehingga berbagai 

upaya dilakukan perusahaan untuk memperoleh legitimasi. Organisasi berusaha 

memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan diakui (legitimate) oleh pihak luar, 

yaitu dengan cara perusahaan beroperasi sesuai batasan-batasan dan norma atau nilai 

yang berlaku. Perusahaan seharusnya sadar bahwa keberlangsungan hidup perusahaan 

tergantung dari hubungan perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Jadi perusahaan 

dapat kehilangan legitimasinya bila hubungannya dengan lingkungan sosialnya tidak 

baik dalam artian tidak sesuai dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang 

berikutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Guthrie dan 

Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) salah satu cara perusahaan untuk 

membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi 

ekonomi dan politis adalah dengan dilakukannya pengungkapan informasi CSR. 

2.1.5. Pengukuran Biaya Corporate Social Responsibility

Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya 

terdapat dua dampak yang timbul, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masalah 

yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut sebagai social cost

dan social benefit (Luhgiatno, 2007).

Zulfikar (1997) dalam Luhgiatno (2007) mengusulkan beberapa teknik 

pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu:
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1. Penilaian pengganti (surrogate valuation). Jika nilai dari sesuatu tidak dapat 

secara langsung ditemukan, maka kita dapat mengetimasikannya dengan nilai 

suatu pengganti, yatitu sesuati yang kira-kira mempunyai keguanaan yang sama 

dengan yang sedang diukur.

2. Teknik survey (survey techniques). Survey dilakukan dengan mengobservasi 

secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan dampak usaha 

dari perusahaan terkait bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang diinginkan.

Dalam mengumpulkan informasi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 

Pertama, responden harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai 

dampak yang sedang diukur dalam dirinya. Kedua, responden harus mampu 

menghubungkan dampak ini ke unit moneter baik secara langsung atau 

menggunakan nilai pengganti. Ketiga, reponden harus mau memberikan jawaban 

jujur.

3. Biaya perbaikan dan pencegahan (restoration or avoidance cost). Pengukuran 

biaya dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan 

mencegah kerusakan.

4. Penilaian (appraisal) oleh tim independen. Penaksiran yang dilakukan oleh pihak 

independen dalam menilai asset berwujud perusahaan.

5. Putusan pengadilan (court decisions). Penilaian dan penghitungan atas kerusakan  

atau sejumlah biaya tertentu melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan 

misalnya denda akibat suatu dampak dari kegiatan sering menunjukkan nilai 

sosial.

2.2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

2.2.1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi dengan pelaporan keuangan sebagai produk utamanya diharapkan 

dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan dan melaporkan tanggung jawab 

sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan 
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sosialnya (Winartie dan Sujono, 2004). Selanjutnya Luhgiatno (2007) menjelaskan 

untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi sosial perusahaan, entitas perusahaan 

harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindaklanjuti dan 

mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodikal, 

sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

bagi semua pihak (shareholders, stakeholders dan debtholders).

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial atau Social Responsibility Accounting

oleh Ramanathan (Belkaoui, 2000) dalam Luhgiatno (2007) didefinisikan sebagai 

proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan 

prosedur pengukuran; yang secara sistematis mengembangkan informasi yang 

bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan 

informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di 

luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial berfokus untuk mencoba 

menunjukkan gambaran komprehensif aktivitas dan interaksi organisasi dengan 

lingkungan eksternalnya, jadi dapat diketahui informasi tentang sejauh mana 

organisasi atau perusahaan memberikan kontribusinya baik positif maupun negatif 

terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Luhgianto, 2007).

Menurut Ramanathan dalam (Winartie dan Sujono, 2004) ada tiga tujuan 

dari akuntansi sosial, dua tujuan pertama berhubungan dengan proses pengukuran 

sedangkan tujuan ketiga berkaitan dengan proses pelaporan. Pertama, akuntansi sosial 

digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih 

perusahaan setiap periode, yang tidak hanya meliputi sosial cost dan social benefit 

yang diinternalisasi perusahaan tetapi juga kenaikan dari dampak eksternal bagi 

berbagai segmen sosial yang berbeda. Kedua, untuk membantu menentukan apakah 

strategi dan praktek perusahaan yang secara langsung mempengaruhi hubungan 

sumber daya dan status kekuasaan individu, komunitas, segmen sosial dan generasi 

adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas di satu sisi dan 
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aspirasi legitimasi individu di sisi lainnya. Ketiga, memungkinkan cara yang optimal 

bagi perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan tentang tujuan, 

kebijakan, program, performa, dan kontribusi perusahaan terhadap tujuan sosial.

Informasi yang relevan ini disajikan untuk pertanggungjawaban publik dan juga 

sebagai fasilitas dalam mengambil keputusan mengenai pilihan sosial serta alokasi 

sumber daya sosial

2.2.2. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali 

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun alasan perusahaan untuk 

mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela (Henderson and Peirson, 1998 dalam 

Luhgiatno,2007) antara lain:

1. International decision making; manajemen membutuhkan informasi untuk 

menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan 

sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut 

dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini 

sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik 

daripada tidak sama sekali.

2. Product differentation; manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara 

sosial memiliki inisiatif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak 

bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak 

memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam 

laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan 

terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini 

mendorong informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk 

mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan 

mereka dari perusahaan lain.
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3. Englightened self interst; perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga 

keselarasan  sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari stockholder, 

kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena 

mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi 

menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan 

yang kedua adalah pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan 

masyarakat (Hery, 2008). Menurut PSAK No. 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), Laporan 

Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas.

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha 

dan perubahan lain dalam posisi keuangan (Hery, 2008). Menurut PSAK No. 1 

paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam 

rangka mencapai  tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban 

termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik 

dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut , beserta 

informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan seperti 

kebijakan akuntansi perusahaan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi 
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arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas 

dan setara kas.

Sebenarnya telah ada dasar yang menunjukkan bahwa perusahaan atau 

entitas hendaknya melaporkan bentuk laporan lain selain laporan keuangan utama. 

Dalam PSAK No. 1 Paragraf ke 12 (Revisi 2009) dinyatakan bahwa :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan 

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 

Laporan tambahan tersebut di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Regulasi terkait pelaporan Corporate Social Responsibility di Indonesia 

diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 

66 ayat (2c) yang mengatur Laporan Tahunan, dimana laporan tahunan harus memuat 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Zhegal & Ahmed (1990) dalam Anggraini (2006) mengidentifikasi hal-hal 

yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan 

terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang 

berkaitan dengan lingkungan. 

2. Energi, meliputi konservasi energi dan efisiensi energi. 

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial. 

4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan 

dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni. 
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5. Produk, meliputi keamanan dan pengurangan polusi. 

Pada kenyataannya pengungkapan CSR bervariasi di masing-masing negara. 

Hal demikian dikarenakan perbedaan persepsi terhadap isu yang ada. Beberapa 

dianggap penting oleh suatu negara tertentu mungkin akan menjadi kurang penting 

bagi negara lain. Adanya perbedaan tujuan dari pengungkapan CSR pun juga 

mempengaruhi praktek pengungkapan CSR itu sendiri. Beberapa perusahaan 

melakukan pengungkapan CSR untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin 

dilihat sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Ahmad et al. 2003) atau 

perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang 

menghendakinya (Anggraini, 2006).

2.2.3. Indikator Penyajian Informasi dalam Laporan Keberlanjutan 

(Sustainability Report)

Global Reporting Initiative, (2006) menjelaskan laporan keberlanjutan 

(sustainability report) adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya 

akuntabilitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

kepada para pemilik kepentingan baik internal maupun eksternal.

Tidak semua entitas memiliki pelaporan dalam bentuk dan cara yang sama. 

Pendekatan dalam melaporkan kegiatan entitas akan tergantung pada kombinasi 

pengendalian organisasi serta apakah pengungkapan berhubungan dengan kinerja 

operasi, kinerja manajemen, atau penggambaran informasi. Menentukan signifikansi 

sebuah entitas dalam pembuatan laporan atau dalam mempertimbangkan penambahan 

batasan akan sangat tergantung pada skala dari dampak keberlanjutannya. Entitas 

yang memiliki dampak signifikan biasanya menghasilkan risiko atau peluang yang 

lebih besar kepada organisasi atau pihak yang berkepentingan, dan karenanya 

menjadikan entitas tersebut sebagai entitas di mana organisasi harus bertanggung 

jawab atau akuntabel (Sumber : GRI-Reporting Guidelines, 2006).



Orientasi panduan pembuatan laporan berkelanjutan GRI terdiri atas prinsip

prinsip pelaporan, panduan pelaporan dan standar pengungkapan (termasuk di 

dalamnya indikator kinerja).

Sumber : GRI (

Untuk membantu dalam menentukan apa yang harus dilaporkan, bagian 

principles and guidance

pelaporan terkait materialitas, pelibatan pemilik kepentingan, konteks keberlanjutan 
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Orientasi panduan pembuatan laporan berkelanjutan GRI terdiri atas prinsip

prinsip pelaporan, panduan pelaporan dan standar pengungkapan (termasuk di 

dalamnya indikator kinerja).

Gambar 2.1: Gambaran Panduan GRI

Sumber : GRI (Global Reporting Initiative) – Reporting Guidelines

Untuk membantu dalam menentukan apa yang harus dilaporkan, bagian 

principles and guidance (panduan dan prinsip pelaporan) ini mencakup prinsip dan 

pelaporan terkait materialitas, pelibatan pemilik kepentingan, konteks keberlanjutan 

Orientasi panduan pembuatan laporan berkelanjutan GRI terdiri atas prinsip-

prinsip pelaporan, panduan pelaporan dan standar pengungkapan (termasuk di 

Reporting Guidelines 2006

Untuk membantu dalam menentukan apa yang harus dilaporkan, bagian 

(panduan dan prinsip pelaporan) ini mencakup prinsip dan 

pelaporan terkait materialitas, pelibatan pemilik kepentingan, konteks keberlanjutan 
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dan kelengkapan laporan beserta seperangkat alat penguji singkat untuk setiap 

prinsip. Bagian standard disclosure berisi standar pengungkapan yang harus 

dimasukkan dalam laporan keberlanjutan. Global Reporting Initiative (GRI G.3 –

Reporting Guidelines) mengidentifikasikan informasi yang relevan dan material di 

kebanyakan organisasi serta kepentingan dari kebanyakan pemilik kepentingan dalam 

melaporkan tiga tipe standar pengungkapan:

1. Strategi dan Profil: Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks untuk 

dapat memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, profil, dan tata 

kelola.

2. Pendekatan Manajemen: Pengungkapan yang mencakup mengenai bagaimana 

sebuah organisasi menggunakan topik tertentu untuk memberikan konteks dalam 

memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu.

3. Indikator Kinerja: Indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait 

kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.

Berikut merupakan uraian indikator unsur-unsur informasi yang perlu tersaji

dalam pelaporan sustainability report tersebut berdasarkan GRI G3 (2011) –

Comparison Sheet:

1. Profil (Profile)

a. Strategi dan Analisis (Strategy and Analysis)

i. Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam 

organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai 

relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya.

ii. Deskripsi dampak, risiko dan peluang utama.

b. Profil Organisasi (Organizational Profile)

i. Nama organisasi.

ii. Merek, produk dan/atau jasa utama
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iii. Struktur organisasi, termasuk didalamnya divisi utama, perusahaan 

yang menjalankan usaha (operating companies), anak perusahaan dan 

usaha patungan.

iv. Lokasi kantor pusat organisasi

v. Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di 

mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu 

keberlanjutan yang dicakup dalam laporan.

vi. Sifat kepemilikan dan bentuk legal.

vii. Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan 

geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat).

viii. Skala organisasi.

ix. Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait 

ukuran, struktur dan kepemilikan.

x. Penghargaan yang diterima dalam periode laporan.

c. Parameter Laporan (Report Parameters)

i. Periode pelaporan

ii. Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada)

iii. Siklus pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya)

iv. Alamat kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya

v. Proses dalam menetapkan isi laporan

vi. Batasan laporan

vii. Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan

viii. Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas 

yang disewakan, kegiatan melalui outsourcing, serta entitas lainnya 

yang berpengaruh signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya 

setiap saat/antar organisasi.

ix. Teknik pengukuran data dan dasar penghitungannya

x. Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang 

disediakan dalam laporan sebelumnya
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xi. Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya.

d. Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan (Governance, Commitments, and 

Engagement)

i. Struktur tata kelola organisasi

ii. Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam 

menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola 

tertinggi.

iii. Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, 

manajer senior, dan eksekutif

iv. Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam 

menjamin terhindarnya konflik kepentingan.

v. Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan 

pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik 

ekonomi, lingkungan, dan sosial.

vi. Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah 

laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan 

dan sosial serta status dari implementasinya.

vii. Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi 

manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, 

lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang 

relevan.

viii. Proses dalam mengevaluasi kinerja

ix. Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan/atau 

organisasi advokasi nasional/internasional.

x. Daftar kelompok stakeholder yang dilibatkan oleh organisasi

xi. Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih 

stakeholder yang akan dilibatkan

xii. Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan stakeholder, termasuk di 

dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompoknya.
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2. Indikator Kinerja (Performance Indicators)

a. Lingkungan (Environmental)

i. Aspek material

ii. Aspek air

iii. Aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati)

iv. Aspek emisi, efluen, dan limbah

v. Aspek produk dan jasa

vi. Aspek kepatuhan

vii. Aspek pengangkutan/transportasi.

b. Hak Asasi Manusia (Human Rights)

i. Aspek investasi dan pengadaan

ii. Aspek non diskriminasi

iii. Aspek kebebasan berserikat dan berkumpul

iv. Aspek pekerja anak

v. Aspek kerja paksa dan kerja wajib

vi. Aspek praktek/tindakan pengamanan

vii. Aspek hak penduduk asli.

c. Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (Labor Practices and

Decent Work)

i. Aspek ketenagakerjaan khusus untuk bidang dan utilitas tertentu

ii. Aspek tenaga kerja/hubungan manajemen

iii. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja

iv. Aspek pelatihan dan pendidikan

v. Aspek keberagaman dan kesempatan setara

d. Masyarakat (Society)

i. Aspek keterbukaan terhadap masyarakat

ii. Aspek rencana tanggap darurat

iii. Aspek komunitas

iv. Aspek korupsi
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v. Aspek kebijakan publik

vi. Aspek kelakuan tidak bersaing

vii. Aspek kepatuhan

e. Tanggung Jawab Produk (Product Responsibility)

i. Aspek pengungkapan

ii. Aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan

iii. Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa

iv. Aspek komunikasi pemasaran

v. Aspek keleluasaan pribadi pelanggan

vi. Aspek kepatuhan

f. Ekonomi (Economic)

i. Aspek kinerja ekonomi

ii. Aspek kehadiran pasar

iii. Aspek dampak ekonomi tidak langsung

iv. Aspek ketersediaan dan keandalan

v. Aspek efisiensi sistem

3. Pendekatan Manajemen (Management Approach)

Berikut ini merupakan panduan dalam menetapkan batasan pelaporan informasi 

dalam sustainability report yang akan menentukan substansi laporan. Substansi 

laporan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kendali atas aktifitas terhadap entitas, ada 

atau tidaknya dampak signifikan dari aktifitas terhadap entitas, serta ada atau 

tidaknya pengaruh signifikan aktifitas terhadap entitas. Berdasarkan ketiga faktor 

tersebut akan menghasilkan bentuk laporan yang berupa data kinerja (performance 

data), pengungkapan berdasarkan pendekatan manajemen (management approach), 

serta pelaporan naratif (narrative reporting) seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.2: Kebijakan 

Sumber : GRI (

Adapun penjelasan dari bagan tersebut berdasarkan GRI G.3 

adalah sebagai berikut:

1. Sebuah laporan keberlanjutan harus memasukkan dalam batasann

entitas yang menghasilkan dampak signifikan bagi keberlanjutan (baik aktual 

atau potensial) dan atau semua entitas dimana organisasi memiliki kendali atau 

pengaruh signifikan terkait praktek dan kebijakan operasi dan keuangannya.

2. Entitas ini dapat

operasi, manajemen, atau dengan deskripsi naratif.

3. Pada tingkat minimal, organisasi harus memasukkan entitas berikut dalam 

laporannya melalui pendekatan berikut :
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Gambar 2.2: Kebijakan Menetapkan Batasan

Sumber : GRI (Global Reporting Initiative) – Reporting Guidelines

Adapun penjelasan dari bagan tersebut berdasarkan GRI G.3 – Reporting Guidelines

adalah sebagai berikut:

Sebuah laporan keberlanjutan harus memasukkan dalam batasann

entitas yang menghasilkan dampak signifikan bagi keberlanjutan (baik aktual 

atau potensial) dan atau semua entitas dimana organisasi memiliki kendali atau 

pengaruh signifikan terkait praktek dan kebijakan operasi dan keuangannya.

Entitas ini dapat dimasukkan dengan menggunakan baik indikator kinerja 

operasi, manajemen, atau dengan deskripsi naratif.

Pada tingkat minimal, organisasi harus memasukkan entitas berikut dalam 

laporannya melalui pendekatan berikut :

Reporting Guidelines 2006

Reporting Guidelines

Sebuah laporan keberlanjutan harus memasukkan dalam batasannya semua 

entitas yang menghasilkan dampak signifikan bagi keberlanjutan (baik aktual 

atau potensial) dan atau semua entitas dimana organisasi memiliki kendali atau 

pengaruh signifikan terkait praktek dan kebijakan operasi dan keuangannya.

dimasukkan dengan menggunakan baik indikator kinerja 

Pada tingkat minimal, organisasi harus memasukkan entitas berikut dalam 
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a. Entitas dimana organisasi memiliki kendali harus tercakup oleh indikator 

Kinerja Operasi

b. Entitas dimana organisasi memiliki pengaruh signifikan harus tercakup 

dalam Pengungkapan Pendekatan Manajemen

4. Batasan pengungkapan narasi harus memasukkan entitas dimana organisasi tidak 

memiliki kendali/pengaruh signifikan, tetapi memiliki keterkaitan dengan 

tantangan utama yang dihadapi organisasi karena dampak yang ditimbulkannya.

5. Laporan harus mencakup semua entitas dalam Batasan Laporannya. Dalam 

proses persiapan laporan, organisasi dapat menentukan untuk tidak 

mengumpulkan data terkait entitas atau kelompok entitas tertentu atas dasar 

efisiensi, dalam artian kebijakan tersebut tidak akan memberikan perubahan hasil 

akhir dari sebuah Pengungkapan.

2.2.4. Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN)

PT. PLN (persero) selain sebagai perseroan yang bergerak dibidang bisnis 

penyedia tenaga listrik di Indonesia juga merupakan salah satu BUMN (badan usaha 

milik negara). Dalam Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) disebutkan bahwa maksud dan tujuan 

pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif 

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, 

koperasi dan masyarakat. Sehingga hal ini mengharuskan PT. PLN (Persero) 

melakukan tanggung jawab sosial serta melaporkannya.

Selain adanya regulasi berkenaan dengan keharusan dilaksanakannya

program tanggung jawab sosial oleh BUMN dalam hal ini bernama Program 

Kemitraan dan Bina Sosial, pedoman akuntansinya pun telah diatur dalam Surat 
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Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman 

Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Revisi tahun 2012.

Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa tujuan pedoman akuntansi PKBL ini 

merupakan pedoman bagi unit PKBL dalam rangka menyelenggarakan pencatatan 

atas transaksi program. Acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

unit PKBL menggunakan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

(SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011) tentang 

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Digunakannya dua acuan tersebut atas dasar 

pertimbangan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN 

dimaksudkan untuk digunakan oleh unit PKBL BUMN. Hal ini sesuai dengan yang 

disebutkan dalam SAK ETAP bahwa standar akuntansi tersebut dimaksudkan untuk 

digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dimana merupakan entitas yang: (a) 

tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan 

untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dalam hal ini entitas yang dimaksud 

adalah unit PKBL dan pengguna eksternal yang dimaksud adalah mitra PKBL terkait.

Adapun komponen laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL) BUMN sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-

02/MBU/Wk/2012 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Informasi dalam laporan posisi keuangan digunakan untuk menilai kemampuan 

Unit PKBL untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, 

fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi liabilitasnya, dan kebutuhan 

pendanaan eksternal. Informasi likuiditas diberikan dengan cara: 

a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan 

tanggal jatuh tempo
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b. Mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas 

ke dalam liabilitas jangka pendek dan jangka panjang

c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya 

liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan 

keuangan.

2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai: 

a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset 

neto

b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain

c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program 

atau jasa.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas harus 

melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut 

aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas 

penghasil utama pendapatan Unit PKBL. Contoh arus kas dari aktivitas operasi 

adalah:

a. Penerimaan alokasi laba

b. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman

c. Penerimaan jasa administrasi pinjaman

d. Penerimaan bunga deposito, jasa giro

e. Penyaluran pinjaman kemitraan
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f. Penyaluran hibah

g. Penyaluran bina lingkungan

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan 

dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi 

adalah:

a. Sumbangan berupa bangunan atau aset investasi

b. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan aset 

lainnya

c. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset 

lainnya

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

aktiva bersih, selain yang diakibatkan oleh aktivitas operasi dan aktivitas 

investasi, dan perubahan hutang pinjaman entitas. Contoh arus kas yang berasal 

dari aktivitas pendanaan adalah:

a. Penerimaan kas dari BUMN Pembina yang penggunaannya dibatasi dalam 

jangka panjang

b. Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan 

aset tetap, atau peningkatan dana abadi.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama Catatan atas Lapoean Keuangan adalah memberikan penjelasan 

naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi 

pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:
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a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang 

penting

b. Informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan 

keuangan

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

relevan untuk memahami laporan keuangan.

Format laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) BUMN sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-

02/MBU/Wk/2012 terlampir pada Lampiran 1.
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BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup penelitian 

bidang akuntansi keuangan, karena membahas perlakuan akuntansi, pengukuran, 

pengakuan, sistem pelaporan, dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan karakteristik 

masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (descriptive 

research) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari 

suatu objek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang 

berkaitan dengan current status dari obyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo,

2009).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis implementasi 

dan penerapan prosedur akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan program CSR 

yang dilakukan perusahaan BUMN di Surabaya dengan mengambil studi kasus pada 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Metode kualitatif dipandang tepat untuk 

menjawab permasalahan yang akan dikaji daripada menggunakan metode kuantitatif, 

dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel 

penelitian.

3.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terkait dengan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dan pelaporannya pada suatu perusahaan yang merupakan 

salah satu BUMN di Indonesia yakni PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. 

Dalam penelitian ini informasi yang akan dikaji hanya sebatas permasalahan terkait 

perlakuan akuntansi dan bentuk pelaporan dari aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan, sehingga Peneliti membatasi lingkup penelitian pada hal-hal sebagai 

berikut :
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1. Penelitian akan dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

khususnya pada fungsi CSR (Corporate Social Responsibility) yang merupakan 

tanggung jawab Manajer Senior CSR dan Asisten Manajer CSR.

2. Penelitian yang dilakukan terkait pengukuran, pengakuan, hingga pelaporan 

tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Penelitian hanya sebatas menganalisis perlakuan akuntansi yang diterapkan dan 

permasalahan yang dihadapi.

3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer ;

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro 

dan Supomo, 2009).

2. Data Sekunder ;

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

(Indriantoro dan Supomo, 2009).
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Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Program CSR yang telah diimplementasikan oleh PT. PLN (persero) Distribusi 

Jawa Timur.

2. Data Pencapaian Program CSR yang telah berjalan

3. Laporan Manajemen CSR serta Laporan Keuangan pada PT. PLN (persero) 

Distribusi Jawa Timur. Hal ini guna mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi 

yang digunakan, serta bentuk penyajian laporan CSR itu sendiri.

3.4. Sumber Data

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas 

tanggung jawab sosial dari objek penelitian, sehingga sumber data berasal dari 

bagian-bagian dalam perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Bagian Komunikasi, Hukum dan Administrasi (KHA) dan Bagian Sumber Daya 

Manusia (SDM)

Dari informasi yang telah diperoleh saat survei pendahuluan diketahui 

bahwa bagian KHA dan SDM merupakan bagian pelaksana/operasional yang 

bertanggung jawab atas berjalannya program tanggung jawab sosial. Dimana 

selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan program dan realisasi 

anggaran program untuk selanjutnya diserahkan pada bagian Keuangan dan 

Akuntansi guna diperiksa, dievaluasi, dan dicatat dalam laporan keuangan maupun 

laporan program di luar laporan keuangan utama. Sehingga, diharapkan diperoleh 

gambaran umum aliran pengelolaan keuangan CSR, yang selanjutnya dilakukan 

analisis perlakuan akuntansinya terhadap transaksi-transaksi yang lebih detail dan 

terperinci terkait program CSR perusahaan. Analisis yang dilakukan merupakan 

analisis penggunaan dana CSR.
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2. Bagian Keuangan dan Akuntansi

Data dari bagian keuangan dan akuntansi berupa Laporan Keuangan PT. 

PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. Laporan keuangan digunakan untuk 

mengetahui pada pos apakah CSR diakui. Untuk selanjutnya dilakukan penelusuran 

data keuangan melalui bagian Keuangan. Selain laporan keuangan data juga berupa 

bentuk lain laporan tanggung jawab sosial seperti sustainability report atau laporan 

khusus CSR PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Survei Pendahuluan

Dilakukan kunjungan pendahuluan ke obyek penelitian, hal ini dilakukan 

bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada manajemen dan melakukan observasi 

awal. Selain itu survei dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan pada manajemen serta untuk mengetahui keadaan umum 

perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan literatur yang 

relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis 

sebagai pedoman pelaksanaan penelitian.

3. Survei Lapangan

Penelitian dilakukan di PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. Pada 

tahap ini dikumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang 

digunakan antara lain:

1. Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang bersifat umum 
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maupun spesifik yang terkait obyek penelitian terkait pengungkapan dan 

pelaporan CSR pada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung objek fisik guna memperoleh data dan informasi 

yang lebih konkrit. Pengamatan dilakukan langsung di Kantor Distribusi PT. 

PLN (Persero) – Surabaya. Data dan informasi yang dimaksud adalah data 

keuangan yang mencerminkan pengelolaan CSR hingga pelaporannya dalam 

laporan keuangan perusahaan.

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengeksplorasi implementasi dan perlakuan 

akuntansi dari transaksi yang berkaitan dengan program CSR PT. PLN 

(persero) Distribusi Jawa Timur. Wawancara yang dilakukan bersifat 

terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam proses ini diharapkan diperoleh 

informasi tambahan terkait kendala teknis dalam prosedur akuntansi yang 

digunakan pada pengelolaan CSR perusahaan. Wawancara dilakukan pada 

pihak-pihak yang berhubungan dan bertanggung jawab dalam kegiatan dan 

pelaporan tanggung jawab sosial di PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur 

antara lain adalah bagian Keuangan dan Akuntansi, bagian KHA (komunikasi 

hukum dan administrasi), bagian SDM (sumber daya manusia), bagian

Umum, dan bagian KSA (knowledge, skill, and abilities). Butir-butir 

pertanyaan dalam wawancara ini merujuk pada penelitian Sofyan (2012). 

Daftar pertanyaan wawancara terlampir pada Lampiran 2.

3.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan 

hasil temuannya yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui proses 

observasi di obyek penelitian yang kemudian akan dianalisis penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang meliputi 
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analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya. Hasil 

analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia 

Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, standar akuntansi untuk 

penyajian laporan keuangan PSAK No. 1 (Revisi 2009) dan pedoman laporan 

keberlanjutan, GRI-Reporting Guidelines (2006).



3.7. Bagan Penelitian

Adapun kerangka pemecahan masalah penelitian ini sebagai berikut:
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Bagan Penelitian

Adapun kerangka pemecahan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Adapun kerangka pemecahan masalah penelitian ini sebagai berikut:
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BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor: 

Ment. 16/I/20 tanggal 20 Mei 1961 diantaranya disebutkan di daerah-daerah, 

dibentuk daerah Eksploitasi yang terdiri dari 10 Daerah Eksploitasi Listrik Umum 

(Pembangkit dan Distribusi) dimana untuk Wilayah Jawa Timur adalah Eksploitasi 

IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

Pada tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 

054/DIR/73 nama PLN Eksploitasi diubah menjadi PLN Distribusi I/Pembangkitan I, 

dan kemudian pada tanggal 25 Februari 1976 diubah menjadi PLN Wilayah XII 

berdasarkan Keputusan Direksi PLN. Nomor 012/DIR/1976.

Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan Keputusan Direksi Nomor 

042/DIR/1982 nama PLN Wilayah XII diubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa 

Timur, dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di 

Jawa Timur sampai dengan saat ini.

4.1.2. Profil Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sendiri berlokasi di Jl. Embong 

Trengguli No. 19-21 Surabaya. Wilayah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur dibagi menjadi beberapa daerah Pelayanan yang melayani wilayah 

administrasi propinsi Jawa Timur (www.pln.co.id/disjatim/).

1. Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Selatan

2. Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Utara
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3. Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Barat

(Ketiga Area pelayanan tersebut di atas melayani Kota Surabaya)

4. Area Pelayanan dan Jaringan Malang melayani Kota Malang, Kota Batu dan 

Kabupaten Malang.

5. Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan melayani Kota Pasuruan, Kota 

Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

6. Area Pelayanan dan Jaringan Kediri melayani Kota Kediri, Kota Blitar, 

Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

7. Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto melayani Kota Mojokerto, Kabupaten 

Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto.

8. Area Pelayanan dan Jaringan Madiun melayani Kota Madiun, Kabupaten 

Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun.

9. Area Pelayanan dan Jaringan Jember melayani Kabupaten Jember dan Kabupaten 

Lumajang.

10. Area Pelayanan dan Jaringan Bojonegoro melayani Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.

11. Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi melayani Kabupaten Banyuwangi.

12. Area Pelayanan dan Jaringan Pamekasan melayani Kabupaten Pamekasan, 

Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.

13. Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo melayani Kabupaten Situbondo dan 

Kabupaten Bondowoso.

14. Area Pelayanan dan Jaringan Gresik melayani Kabupaten Gresik sampai 

Kecamatan Bawean.

15. Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo melayani Kabupaten Sidoarjo.

16. Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo melayani Kabupaten Ponorogo, 

Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.
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4.1.3. Peran dan Tujuan Perusahaan

Seperti halnya perusahaan pada umumnya tentu memiliki tujuan, demikian pula 

PT.PLN (Persero) Ditsribusi Jawa Timur memiliki peran dan tujuan sebagai berikut

(pln-jatim.co.id) :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus akumulasi 

profit berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai 

dengan tujuan:

a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 

serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.

b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan.

3. Merintis kegiatan kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik.

4. Menyelengarakan usaha usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik 

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.1.4. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam rangka pengembangan perusahaan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur memiliki visi dan misi, yakni (pln-jatim.co.id):

Visi

Pada tahun 2012 diakui sebagai unit distribusi dengan pelayanan kelas dunia 

dan mengutamakan kepuasan pelanggan serta mengedepankan budaya integritas.

Misi
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1. Memberikan pelayanan yang transparan kepada pelanggan dengan cepat, tepat 

tuntas dan berintegritas.

2. Selalu melakukan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

4.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

4.2.1. Identifikasi Aktivitas Sosial Perusahaan

Program CSR yang dilakukan PT. PLN berlandaskan misi perusahaan yang 

berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat, mendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha 

yang berwawasan lingkungan (Sustainability Report 2011 PT. PLN Persero). Hal ini 

mencerminkan diterapkannya prinsip triple bottom line yang menyelaraskan 

pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

PT. PLN bisa dikatakan melakukan investasi sosial melalui hubungannya 

dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti 

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain-lain.

Dalam Sustainability Report 2011 PT. PLN (Persero) disebutkan tujuan 

kegiatan CSR yang dilakukan PT. PLN antara lain:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat

2. Mendorong timbulnya profesionalisme pengelolaan usaha kecil dan koperasi 

agar semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing

3. Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan pendekatan aspek pemerataan, 

kemandirian, profesional dan etika

4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang 

pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum serta pemberian bantuan sosial.
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Berikut merupakan visi dan misi dari program CSR PT. PLN dalam 

Sustainability Report 2011 :

Visi :

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT. PLN (Persero) dengan 

masyarakat sehingga menunjang keberhasilan kegiatan PT. PLN (Persero) dalam 

menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

Misi :

1. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam 

pembangunan

2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan 

Program Community Empowering.

3. Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan

4. Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan 

kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk industri 

rumah tangga dan pengembangan desa mandiri energi.

5. Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian 

alam.

Dalam Sustainability Report 2011 PT. PLN Persero juga disebutkan dasar 

hukum pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) 

adalah :

1. Keputusan Direksi No. 366.K/SK.DIR/2007 tentang SOP PKBL PT. PLN 

(Persero)

2. Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan 

Program Bina Lingkungan
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3. Undang-Undang No. 40 th 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 tentang 

tanggung jawab sosial bagi perusahaan.

PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan 

listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengembangan Program Corporate 

Social Responsibility (CSR) merupakan wujud nyata dari tanggungjawab sosial PLN. 

Wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero), mencakup di 

antaranya:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan 

perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR 

dengan lingkup kegiatan Community Relation, Community Services, Community 

Empowering dan Pelestarian Alam.

2. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan.

3. Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM serta 

peningkatan citra perusahaan.

4. Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk 

penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip 

Good Corporate Governance.

Berikut merupakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT 

PLN (Persero) dalam Sustainability Report 2011:

1. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Community Relation

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan 

informasi kepada para pihak yang terkait. 

b.Community Services
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Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat 

atau kepentingan umum. 

c. Community Empowering

Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih 

luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

2. Program Desa Mandiri Energi

a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

PLTMH di bangun di areal yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan 

listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan 

luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat 

penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian 

lingkungan, PLN membantu pembangunan PLTMH bekerja sama dengan 

perguruan tinggi. 

b.Pembangkit listrik biogas

Pembangit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan peternakan yang 

dominan. Pembangkit ini memanfaatkan kotoran ternak, biasanya sapi, sebagai 

bahan utama. Proses pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan gas 

metan dari proses fermentasi kotoran ternak. Gas metan yang dihasilkan dapat 

digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan untuk 

memasak. Sisa fermentasi dapat digunanakan sebagai pupuk. PLN telah 

mendukung pengembangan komunitas berbasis optimalisasi biogas dan potensi 

lokal di Desa Bojong Sleman yang mandiri, bekerja sama dengan Fakultas 

Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).

c. Pendidikan dan penyuluhan

Selain kegiatan pembangunan prasarana yang berkaitan dengan energi, dalam 

Program CSR Desa Mandiri Energi PLN juga menyelenggarakan berbagai 

program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberi pengertian 

mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi dan distribusi listrik terhadap 
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lingkungan dan kesehatan masyarakat selain pelaksanaan program bantuan 

untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

d.Pelestarian alam, termasuk penghijauan

Penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini telah rutin 

dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas 

manusia. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 PLN telah menanam pohon 

sebanyak 126.705 pohon.

3. Program Pengembangan Masyarakat

a. Program Kemitraan (PK)

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan 

usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang 

berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui 

pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan 

melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan 

(kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Pelaksanaan 

PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

ii. Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon 

Mitra Binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang 

layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;

iii. Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan, 

pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan 

dan evaluasi pada Mitra Binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang 

terkait; 

iv. Membuat laporan secara periodik (triwulan dan tahunan).

b.Program Bina Lingkungan (BL)

Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan 

pendidikan bagi masayarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak 

mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan 

pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa 
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partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal 

bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi 

PLN.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. PLN (Persero) dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya memiliki 

dua landasan yaitu untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara. Dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 telah ditetapkan 

bahwa Laporan Tahunan Perseroan sekurang-kurangnya harus memuat laporan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan disebutkan pada Pasal 

74, sebagai Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam 

dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ditentukan 

bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan 

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan 

masyarakat.

Berdasarkan dua peraturan perundang-undangan tersebut tanggung jawab 

sosial PT. PLN (Persero) dibagi menjadi dua bentuk, yaitu program CSR (corporate 

social responsibility) itu sendiri dan PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan). 

Ketentuan yang lebih rinci mengatur tentang PKBL diatur dalam Keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 yang terakhir diubah dengan 

Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-50/MBU2007 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan regulasi tersebut aktifitas tanggung jawab sosial PT. PLN 

(persero) dilaporkan atau terkandung dalam tiga bentuk laporan yaitu sebagai berikut:
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1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

2. Laporan Keuangan Utama Perusahaan (financial statement)

3. Laporan Keberlanjutan Perusahaan (sustainability report)

4.2.2.1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini disusun 

terpisah dari laporan keuangan utama perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan 

Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam penyusunan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) PT PLN (Persero) menggunakan dasar Surat Edaran Menteri BUMN No. 

SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL) Revisi tahun 2012. Penyusunan laporan keuangan 

tersebut menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 

(Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Basis akuntansi yang 

digunakan adalah dasar akrual (accrual basis) sehingga aset, liabilitas, pendapatan 

dan beban diakui pada saat terjadinya. Jadi, pencatatan harus dilakukan ketika suatu 

transaksi terjadi walaupun penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas belum 

dilakukan oleh unit PKBL. Beban segera diakui dalam Laporan Aktivitas jika 

pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Dasar pengukuran

yang digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar. Dalam biaya historis, aset 

adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran 

yang diberikan untuk memperolehnya. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar kas atau 

setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima 

sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Nilai wajar adalah 

jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan 
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suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan 

memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. 

Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini dibuat tidak 

menjadi satu dengan laporan keuangan utama perusahaan. Hal ini dikarenakan 

program bina lingkungan tersebut merupakan kegiatan diluar operasional utama 

perusahaan dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Selain itu pelaporan yang terpisah 

bertujuan untuk menilai kinerja manajemen dalam pelaksanaan dan realisasi program 

yang ada. 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 

tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) penyusunan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan digunakan 

beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Periodisitas (Accounting Period)

Prinsip ini menghendaki pembagian transaksi dan penyusunan Laporan 

Keuangan dalam periode-periode pelaporan. Hal ini untuk memudahkan 

pengukuran kinerja unit PKBL.

2. Prinsip Konsistensi (Consistency)

Prinsip ini menuntut bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat 

dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Hal ini akan 

berimplikasi bahwa perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan untuk pos 

atau transaksi yang sama di masa datang. Tetapi, hal ini tidak menghalangin Unit 

PKBL menerapkan perlakuan akuntansi yang berbeda selama sesuai dengan SAK 

dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan.

3. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)

Pengungkapan penuh menyaratkan bahwa Laporan Keuangan dirancang dan 

dibuat untuk menggambarkan secara wajar dan tidak menyesatkan atas peristiwa 

ekonomi yang telah mempengaruhi Unit PKBL untuk suatu periode sehingga 

laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Semua informasi dalam laporan 
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keuangan telah diungkapkan dengan lengkap dan benar serta tidak mengandung 

atau menghilangkan informasi material yang tidak benar.

4. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation)

Prinsip ini menekankan bahwa Laporan Keuangan hendaknya menyajikan secara 

wajar posisi keuangan, kinerja aktivitas, dan asur kas Unit PKBL.

4.2.2.2. Laporan Keuangan Utama Perusahaan

Berdasarkan hasil observasi komponen tanggung jawab sosial PT. PLN 

(Persero) diketahui terdapat dalam pos akun Beban ComDev (Community 

Development) pada Laporan Laba Rugi. Dari hasil wawancara dengan SPV 

(supervisor) Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, 

komponen ComDev merupakan program tanggung jawab PT PLN (persero) yang 

bernama Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. PLN (Persero) 

merupakan salah satu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga dalam 

tanggung jawab sosialnya mengacu pada dua hal yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara. Sebagai Perseroan Terbatas, PT. PLN (Persero) dituntut 

untuk melakukan tanggung jawab sosial dengan mengelola biaya sosialnya serta 

menyajikan dan mengungkapkan hasil kegiatan sosialnya. Begitu pula halnya dengan 

posisi PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dimana harus memenuhi regulasi untuk 

menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk tanggung 

jawab sosialnya. Sehingga bentuk perlakuan masing-masing tanggung jawab sosial 

tersebut berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan SPV (supervisor) Kemitraan 

Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diperoleh informasi 

bahwa untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dibuat Laporan 

Posisi Keuangan PKBL dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Posisi 



52

Keuangan utama Perusahaan. Sedangkan untuk program Corporate Social 

Responsibility (CSR) sendiri tercantum pada Laporan Laba Rugi dalam Pos 

Community Development (ComDev). Selanjutnya akan dipaparkan mengenai 

Community Development tersebut. 

SPV (supervisor) Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Timur, Bapak Mirza saat wawancara mengemukakan bahwa Community 

Development merupakan suatu pos beban dalam Laporan Laba Rugi PT. PLN yang 

menunjukkan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk Program Tanggung Jawab 

Sosialnya (CSR) di luar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program CSR 

dalam pos beban ini disebut Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L). 

Telah dijelaskan bahwa program tanggung jawab PT. PLN terdiri dari Community 

Services, Community Empowering, Community Relation dan Pelestarian Alam. 

Community Services diklasifikasikan dalam bidang Kesehatan, Sarana dan Prasarana 

Umum serta Sarana Ibadah. Kemudian Community Empowering mencakup bidang 

Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Masyarakat serta Peningkatan Usaha. 

Selanjutnya adalah Community Relation yang berkenaan dengan kesepahaman 

melalui komunikasi dan informasi kepada pihak tekait. 

Bapak Mirza (supervisor Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur) dalam wawancara menyebutkan Beban ComDev dalam 

Laporan Laba Rugi digolongkan pada Pos Beban Lain-Lain. Hal ini dikarenakan 

Program Tanggung Jawab Sosial merupakan program di luar operasional Perusahaan. 

Program Tanggung Jawab Sosial pada PT. PLN (Persero) dikelola oleh Kantor 

Distribusi masing-masing Propinsi yang membawahi area serta unit dibawahnya. 

Namun sejak 2011 pengelolaan dilakukan terpusat oleh PLN Pusat di Jakarta. Hal ini 

dilakukan untuk memicu kinerja masing-masing area dan unit untuk menyusun 

program sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas perseroan atau citra perseroan 

di mata masyarakat yang akan mampu mempermudah operasi perusahaan ke 

depannya.
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Beban ComDev diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggung jawabnya 

antara lain adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, 

bantuan pengembangan sarana umum dan bantuan sarana ibadah. Angka-angka yang 

terdapat dalam pos beban tersebut berasal dari Laporan Realisasi Program Partisipasi 

Pemberdayaan Lingkungan (P3L). 

Berikut merupakan contoh implementasi program tanggung jawab sosial 

yang telah berjalan pada tahun 2011 di PT PLN (persero):

Tabel 4.1. Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan 

Lingkungan (P3L) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

Sumber: Arsip Perusahaan

No Kelompok/Jenis Kegiatan Lokasi Tujuan

1
Community Relation

Kesepahaman

1 Jalan Sehat LKMK Kaliasin Surabaya
Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya 
untuk menjalin hubungan baik dengan warga 
sekitar Kantor PLN

2
Liga SPS (Serikat Penerbit 
Surat Kabar )

Surabaya
Menyehatkan anggota organisasi sekaligus 
membangun kesepahaman dengan awak 
media

3
Majelis Dzikir SBY 
Nurussalam

Surabaya
Membangun kesehatan rohani dan 
membangun kesepahaman

4 BUMN Peduli Jawa Timur
Untuk meringankan beban masyarakat 
berkaitan meningkatnya harga sembako

5 Sosialisasi Tertib Lalulintas Surabaya
Meningkatkan kesadaran berlalulintas 
masyarakat dan membangun relasi dengan 
Polri

2
Community Service

Kesehatan

1 Peduli Gizi 5000 Balita Pasuruan
Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat

2 Peduli Hepatitis Surabaya
Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat
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3
Pengobatan Gratis dan 
Imunisasi Hepatitis

Surabaya
Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat

4
Khitanan dan kunjungan ke 
pondok pesantren di 
Sangkapura

Gresik meningkatkan kesehatan

5
The Power Of Lansia                                        
Kesehatan Pemkot Pasuruan

Pasuruan meningkatkan kesehatan

Sarana dan Prasarana 
Umum

1 Bedah rumah
Banyuwangi 
dan Jember

Membantu warga dalam hal penyediaan 
fasilitas tinggal yang memadai

2 KKN- Unair Sidoarjo
Membantu mahasiswa dan masyarakat 
dalam membangun fasilitas umum

3 Tempat Sampah Blitar Meningkatkan kebersihan lingkungan

4 Balai RW Sanan wetan Blitar Mendukung kegiatan bersama warga

5 TPQ R Tilobin Bojonegoro Penyediaan Sarana dan prasarana

6 Madrasah Diniyah Alawiyah Bojonegoro Penyediaan Sarana dan prasarana

7
Pondok Pesantren 
Attoriyyah

Bojonegoro Penyediaan Sarana dan prasarana

8 Pemkab. Lamongan Lamongan Penyediaan Sarana dan prasarana

9 Pos Kamling Jember Penyedian fasilitas keamanan

10
YPP. Nurul Islam Ds. 

Antirogo
Jember

Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan dan ibadah yang memadai

11
Yayasan Darul Aitam  Jl. 
Letjend Suprapto 188 
Jember

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

12
Yayasan Mabaul Ulum   Jl. 
Letjend Suprapto 22 Jember

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

13
Tim Pelaksana Ramadhan 

Mubarak 1432H Masjid 
Jami’ Al Baitul Amien

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

14
Yayasan Pendidikan Islam 
Fatahillah  Jl. PB. Sudirman 
9A SukoJember Jelbuk

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

15
Yayasan Ulul Albab  
Jl.Gajah Mada XII/54 
Jember

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

16

Yayasan Panti Asuhan 
Cahaya Darululum  
Jl.Sukarno Hatta Jembatan 
Talang Babatan Kec 
Jenggawah

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

Tabel 4.1. Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Lanjutan).
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17

Yayasan Panti Asuhan dan 
Pondok Pesantren Tribungan 
Bercahaya   Jl.Wirowongso 
Ajung Jember

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

18
Yayasan Panti Asuhan Nur 
Iman   Jl.Slamet Riyadi 
III/09 Patrang

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

19
Yayasan Masjid Jami’ Al
Awwabin  Ds. Kaliwining 
Kec. Rambipuji

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

20
Panti Asuhan Yatim Budi 
Mulia

Jember
Membantu warga dalam penyediaan sarana 
pendidikan  yang memadai

3 Community Empowering

Pendidikan dan Pelatihan

1 Economics Events Surabaya
Meningkatkan forum akademik dalam 
rangka peningkatan kualitas pendidikan

2 GABSI Surabaya
Membantu masyarakat dalam hal 
peningkatan prestasi olah raga

3 CEO Forum Surabaya
Meningkatkan forum akademik dalam 
rangka peningkatan kualitas pendidikan

4 Pengajian Rutin Surabaya
Membantu warga dalam hal peningkatan 
keilmuan

5 Rumah Pintar Jatim Park Malang
Turut mencerdaskan bangsa melalui 
penyediaan sarana pendidikan yang 
memadai

7 Seminar Kewirausahaan Malang
Meningkatkan forum akademik dalam 
rangka peningkatan kualitas pendidikan

8
Forum Study Advokasi 
Unair

Surabaya
Meningkatkan forum akademik dalam 
rangka peningkatan kualitas pendidikan

Pengembangan 
Masyarakat

1
Dermaga dan Pos Pantau 
Kawasan Mangrove

Surabaya
Meningkatkan pemberdayaan komunitas 
nelayan untuk memelihara lingkungan dan 
menciptakan peluang usaha baru

2 Komunitas Seni Reog Surabaya
Membantu komunitas seni turut 
melestarikan kebudayaan lokal

4
Pelestarian Alam

1 Bank Sampah Bina Mandiri Surabaya
Meningkatkan partisipasi warga dalam 
memelihara kebersihan lingkungan.

2 Bank Sampah Malang Malang
Meningkatkan partisipasi warga dalam 
memelihara kebersihan lingkungan.

3 Penanaman Mangrove Surabaya
Meningkatkan partisipasi warga dalam 
menjaga lingkungan.

Tabel 4.1. Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Lanjutan).
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4.2.2.3. Laporan Keberlanjutan Perusahaan (Sustainability Report)

Selain informasi tanggung jawab sosial yang terdapat dalam laporan laba 

rugi sebagai pos beban ComDev, PT PLN (persero) juga menerbitkan sustainability 

report. Informasi tanggung jawab sosial ini disajikan terpisah dari laporan keuangan 

utama perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan regulasi sebagai perseroan berdasarkan 

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Memang belum ada standar khusus yang mengatur bagaimana pelaporan 

tanggung jawab sosial bagi suatu perusahaan. Dalam PSAK No. 1 (Revisi 2009) pun 

hanya disebutkan bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan 

utama. Oleh karenanya perlu adanya acuan atau pedoman yang mengatur bagaimana 

batasan-batasan pelaporan atau penyajian informasi kegiatan perusahaan lain selain 

informasi finansial, dalam hal ini adalah informasi mengenai tanggung jawab sosial 

perusahaan. Selanjutnya  guna mengkomunikasikan informasi kegiatan perusahaan 

lain, dibentuklah Inisiatif Pelaporan Global/Global Reporting Initiative (GRI) yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan kerangka dalam 

melaporkan keberlanjutan yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi yang 

berbeda ukuran, sektor, dan lokasi (GRI 2006 – Reporting Guidelines).

Bapak Mirza (supervisor Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur) dalam wawancara menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) 

sendiri melaporkan aktivitas tanggung jawab sosialnya secara moneter dalam laporan 

keuangan utama juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tambahan terkait 

tanggung jawab sosialnya itu dalam Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) 

yang sifatnya terpusat (dikelola PT. PLN Pusat di Jakarta).
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Berikut merupakan isi dari Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 

2011:

1. Laporan Direksi

Dalam laporan direksi ini diutarakan kesadaran PT. PLN (Persero) akan ketiga 

aspek pendukung operasinya yakni kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan 

kinerja sosial. Disebutkan bahwa laporan keberlanjutan dibentuk guna 

memberikan gambaran yang transparan dan berimbang tentang ketiga aspek 

tersebut. Dijelaskan pula laporan keberlanjutan ini berpedoman atau mengacu 

pada standar pelaporan internasional mengikuti Global Reporting Initiative

(GRI). Laporan keberlanjutan dibuat terpisah dari Laporan Tahunan agar 

pemegang saham dan pemangku kepentingan yang luas dapat menilai inisiatif 

dan kesungguhan perseroan dalam mencapai kinerja yang maksimal secara 

ekonomis, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan 

pemberdayaan sosial masyarakat.

2. Profil PT. PLN (Persero)

Pada bagian Profil Perusahaan ini dipaparkan bidang operasi perusahaan dimana 

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit. 

Dikemukakan pula informasi mengenai sejarah perusahaan, kepemilikan saham 

perseroan yang merupakan BUMN sehingga seluruh saham perseroan dimiliki 

oleh Pemerintah dan tidak diperdagangkan di Pasar Saham Bursa Efek Indonesia. 

Kemudian disebutkan pula Skala Ekonomi perseroan, Visi, Misi, dan Moto 

Perseroan serta Strategi Umum Perusahaan dan seluruh informasi berkaitan 

dengan perkembangan usaha Perseroan hingga berbagai Pengharagaan dan 

Sertifikasi yang diperoleh.
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3. Tata Kelola Berkelanjutan (Sustainability Governance)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan / Good Corporate Governance (GCG) di PLN 

akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan. 

Pada bagian ini disebutkan tiga sasaran utama penerapan GCG di PLN yaitu:

a. Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional 

serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan.

b. Meningkatnya nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan 

meminimalkan risiko keputusan investasi yang mengandung benturan 

kepentingan.

c. Meningkatnya kepercayaan pemegang saham serta kepuasan pemangku 

kepentingan karena meningkatnya nilai perusahaan.

Dijabarkan pula pedoman, struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan 

berkenaan dengan tugas, fungsi dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, 

Dewan Komisaris dan Direksi, serta Komite Dewan Komisaris dan Direksi. 

Selanjutnya dijelaskan pula Kebijakan Pokok Tata Kelola serta Kode Etik 

Perilaku dan Budaya Perusahaan.

4. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility 

Program)

Pada bagian ini dipaparkan Maksud dan Tujuan dilaksanakannya program 

tanggung jawab sosial, Struktur Organisasi Pelaksana, Dasar Hukum 

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial, serta Program dan Pelaksanaan 

Program. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya program tanggung jawab 

sosial terdiri dari Program CSR itu sendiri, serta Program Kemitraan dan 

Program Bina Lingkungan. Selanjutnya dipaparkan pula realisasi anggaran 

program tanggung jawab sosial dan terpadat pula pennjabaran singkat mengenai 

kisah dari beberapa Mitra Binaan PLN.
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5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource Development)

Beberapa informasi yang tercantum pada bagian ini antara lain adalah pandangan 

perusahaan terhadap sumber daya manusia sebagai mitra sekaligus aset yang 

akan mendukung jalannya operasional perusahaan secara berkelanjutan. 

Informasi lain yang juga disampaikan adalah terkait Hubungan Perusahaan 

dengan Pegawai, Kepatuhan pada Peraturan Perundangan bidang Kepegawaian, 

dimana hal ini terkait dengan hak pegawai, lingkungan dan waktu kerja, 

penetapan upah, penghargaan, pelatihan, serta pelanggaran disiplin. Selanjutnya 

mengenai Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir mulai dari proses 

rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan ksetaraan dalam 

jenjang karir.

6. Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (Occupational Environment, 

Safety and Health)

Pada bagian ini informasi yang disajikan lebih kepada kegiatan-kegiatan utama 

di periode tersebut serta data mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di masing-

masing Unit dan data pemberian penghargaan bagi unit-unit yang paling sedikit 

mengalami kecelakaan kerja.

7. Kinerja Ekonomi (Economic Performance)

Bagian ini memaparkan kinerja ekonomi perseroan dari sudut pandang 

keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik penyediaan tenaga 

listrik serta peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian 

daerah dan nasional. Beberapa data yang disajikan terkait produk dan jasa 

perseroan serta prosentase bauran energi serta inovasi-inovasi yang diberikan 

demi menunjang peningkatan manajemen produk dan informasi lainnya terkait 

dengan pengendalian mutu layanan.
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8. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (Environmental Management and 

Protection)

Pada intinya, bagian ini menjelaskan segala bentuk Kebijakan Lingkungan dan 

upaya Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PLN. Hal ini bertujuan 

untuk mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati 

di wilayah kerja serta sebagai bentuk ketaatan perusahaan pada peraturan 

perundang-undangan dalam mengendalikan aspek dan dampak penting 

lingkungan dari setiap kegiatan.

Sebagaimana penjelasan di atas, dari sudut pandang isi laporan 

keberlanjutannya PT. PLN (Persero) telah memenuhi prinsip-prinsip pelaporan 

menurut GRI terkait standar pengungkapan yang terdiri dari Profil (Profile), Indikator 

Kinerja (Performance Indicators), dan Pendekatan Manajemen (Management 

Approach).

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. PLN 

(Persero)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. PLN (Persero) merupakan salah 

satu perseroan yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga 

pada prakteknya, PT. PLN (Persero) harus menerapkan suatu program yang telah 

diatur dalam Peraturan Menteri No. 05/MBU/2007. Regulasi tersebut mengatur 

terkait tanggung jawab sosial BUMN di Indonesia yakni berupa Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri 

tersebut bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar 
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keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Oleh karena telah adanya regulasi tersebut, maka tentulah ada pedoman 

dalam penyusunan suatu laporan program yang berjalan. Sebelumnya juga telah 

dijelaskan bahwa dasar yang digunakan oleh BUMN dalam penyusunan Laporan 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menggunakan Surat Edaran 

Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pedoman tersebut menggunakan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan 

Keuangan Entitas Nirlaba. Komponen laporan keuangan yang ditetapkan dalam 

pedoman tersebut terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan 

Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ditinjau dari sudut pandang standar yang digunakan dalam penyusunan 

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk BUMN, yakni SAK ETAP 

dan PSAK 45, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang telah 

disebutkan dalam Peraturan Menteri No. 05/MBU/2007 yaitu tidak hanya untuk 

mengejar keuntungan. Sehingga telah tepat bila menggunakan PSAK 45 tentang 

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Dalam PSAK 45 (revisi 2011) telah disebutkan 

bahwa ruang lingkup penerapan PSAK 45 adalah oleh lembaga pemerintah, dan unit-

unit sejenis lainnya, sehingga PT. PLN (Persero) dalam hal ini dilihat dari sudut 

pandang BUMN memanglah harus menggunakan standar ini.

Komponen laporan keuangan yang digunakan dalam pedoman tersebut 

berbasis pada PSAK 45 (revisi 2011) paragraf 9 sebagaimana disebutkan bahwa, 

“Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada 
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akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode 

pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan”.

Dalam sebuah presentasi di Riau, 15 Maret 2011, Dwi Martani selaku Ketua 

Departemen Akuntansi FEUI – Anggota Tim Implementasi IFRS menyebutkan 

bahwa SAK ETAP merupakan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang 

berarti bahwa entitas tersebut tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 

statement) bagi pengguna eksternal. Disebutkan pula bahwa suatu entitas memiliki 

akuntabilitas publik signifikan salah satunya adalah jika entitas telah mengajukan 

pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada 

otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. 

Sebagai perseroan yang juga sebagai BUMN, PT. PLN (Persero) tidak melakukan hal 

tersebut, dikarenakan saham perseroan sepenuhnya milik pemerintah, sehingga PT. 

PLN (Persero) dalam hal ini digolongkan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik. 

PT. PLN (Persero) tidak memiliki tanggung jawab yang signifikan atas 

laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada publik. Laporan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan ini juga disusun terpisah dari Laporan Keuangan 

Utama Perusahaan. Memang PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang penyedia tenaga listrik yang berorientasi pada bisnis, dimana 

keuntungan didapat dari hasil penjualan tenaga listrik tersebut, namun entitas nirlaba 

yang dimaksud disini adalah PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang dituntut 

melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Oleh karena itu laporan 

Program tersebut dibuat terpisah dari laporan keuangan utama yang memang khusus 

untuk operasional perusahaan. Hal ini senada dengan pernyataan saudara Ahmad 

Fathurroji selaku Junior Analyst Akuntansi dan Keuangan PT. PLN (Persero) Area 

Jember yang mengatakan, “Laporan PKBL dibuat terpisah dari laporan keuangan 

perusahaan, standar yang dipakai juga beda. Untuk PKBL dasarnya Peraturan 
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Menteri menggunakan SAK ETAP dan PSAK 45 untuk entitas nirlaba, karena 

Program itu kan untuk BUMN, jadi dilihat dari sudut pandang PLN sebagai BUMN, 

bukan perseroan yang orientasinya bisnis. Sifat dari pertanggungjawabannya juga 

hanya sebatas pemenuhan regulasi, dimana membuktikan bahwa PLN sudah 

melaksanakan hal tersebut.” Sehingga jelaslah bahwa Laporan Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu bentuk perwujudan dari kepatuhan 

PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dalam menerapkan regulasi yang mengaturnya 

untuk melakukan tanggung jawab sosial.

Berikut ini akan disajikan komparasi atau perbandingan dari format 

pelaporan yang ditentukan dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-

02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan dengan format pelaporan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).

Tidak ada perbedaan signifikan pada laporan posisi keuangan yang dibuat PT PLN 

(persero) dengan format laporan keuangan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN 

No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tersebut dikarenakan PT PLN memang 

mengacu pada pedoman akuntansi tersebut, sehingga perlakuan akuntansi 

(pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) didasari oleh pedoman 

akuntansi tersebut.
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1. Laporan Posisi Keuangan

Gambar 4.1: Format Laporan Posisi Keuangan PKBL

Sumber: Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman 

Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
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Gambar 4.2: Format Laporan Posisi Keuangan PKBL PT. PLN (Persero)

Sumber: SAP (system application product) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
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2. Laporan Aktivitas

Gambar 4.3.1: Format Laporan Aktivitas PKBL

Sumber: Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman 

Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
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Gambar 4.3.2: Format Laporan Aktivitas PKBL

Sumber: Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman 

Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
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Gambar 4.4: Format Laporan Aktivitas PKBL PT. PLN (Persero)

Sumber: SAP (system application product) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
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4.3.2. Laporan Keuangan PT. PLN (Persero)

Sebelumnya PT. PLN (Persero) dinilai dari sudut pandang sebagai BUMN, 

dimana dituntut memenuhi regulasi yang ada untuk melakukan tanggung jawab 

sosial. Tanggung jawab sosial yang harus dilakukan pun telah memiliki ketentuan 

tersendiri yakni melalui program yang bernama Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan serta telah diatur pula pedoman penyusunan laporannya. Selanjutnya 

pada bagian ini kita memandang PT. PLN (Persero) sebagai sebuah perseroan, 

dimana juga memiliki kewajiban melakukan tanggung jawab sosial sebagaimana 

telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Dalam laporan keuangan utama PT. PLN (Persero) memang tidak ada 

laporan tambahan yang khusus berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

dan tidak ada pula penjabaran serta penjelasan khusus terkait tanggung jawab sosial 

pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan Perioede 2011 hanya disebutkan seberapa besar alokasi dana yang 

dikeluarkan atas keputusan direksi, sebagai berikut:

Gambar 4.5: Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 

Desember 2011 dan 2010 - CALK PT. PLN (Persero)

Sumber: Situs PT. PLN (Persero) – www.pln.co.id
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Laporan keuangan perseroan yang disusun lengkap beserta CALK 

dilakukan oleh PLN Pusat. PLN Unit dan Area hanya menyusun summary dari 

laporan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Fathurroji selaku Junior Analyst

Akuntansi dan Keuangan PT. PLN (Persero) Area Jember bahwa Kantor Unit dan 

Area serta Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) hanya menyusun summary dari 

laporan keuangan kantornya. Selanjutnya dikirim ke kantor tingkat diatasnya untuk 

diperiksa, kemudian diberikan ke Pusat untuk disusun laporan keuangan 

konsolidasiannya. Sehingga format laporan keuangan lengkap beserta CALK disusun 

oleh PLN Pusat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa informasi yang mampu 

menunjukkan telah dilakukannya tanggung jawab sosial oleh PT. PLN (Persero) 

dalam Laporan Keuangan Utama Perusahaan dapat kita lihat pada Laporan Laba-

Rugi Perusahaan. Dalam Laporan tersebut terdapat sebuah pos atau akun yang 

bernama ComDev (Community Development). Akun ComDev ini merupakan akun 

atas beban yang dikeluarkan perseroan atas tanggung jawab sosialnya. Sebelumnya 

dibahas bahwa sebagai BUMN PT. PLN (Persero) melaksanakan Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan pada bagian ini, program tanggung jawab 

sosial yang informasi bebannya tercatat dalam akun Beban ComDev ini bernama 

Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L). Beban ComDev ini 

diklasifikasikan ke dalam Beban Lain-lain, karena dianggap beban diluar operasional. 
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Berikut merupakan penampakan Beban ComDev dalam Laporan Laba-Rugi 

PT. PLN (Persero):

Gambar 4.6: Beban Comdev PT. PLN (Persero)

Sumber: SAP (system application product) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa kelompok beban ComDev 

diklasifikasikan sesuai program tanggung jawab sosial yang dilakukan, yakni 

Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan 

Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana-Prasarana Umum dan 

Bantuan Sarana Ibadah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa program tanggung 

jawab sosial PT. PLN (Persero) dibagi menjadi Community Services, Community 

Empowering, Community Relation dan Pelestarian Alam. Dalam data diatas memang 

tidak terlihat pengklasifikasian tanggung jawab sosial tersebut, karena hanya 

dikelompokkan menurut bentuk programnya. 



72

Namun pengelompokkan Program tanggung jawab sosial tersebut dapat kita 

lihat pada Laporan Realisasi Anggaran Program Partisipasi Pemberdayaan 

Lingkungan (P3L) dibawah ini:

Gambar 4.7: Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur

Sumber: Arsip PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Dari data di atas barulah dapat dilihat pengklasifikasian secara jelas dari 

masing-masing program tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero). Berdasarkan data 

tersebut Community Services terdiri dari bantuan korban bencana alam, peningkatan 

kesehatan, pengembangan sarana umum dan sarana ibadah, sedangkan pendidikan 

dan pelatihan tergolong dalam Community Empowering dan Community Relation.

Sebagai perseroan PT. PLN (Persero) memanglah profit oriented dalam arti 

bergerak di bidang bisnis penyedia tenaga listrik dengan harapan laba dari hasil 

penjualan tenaga listrik. Namun untuk penyisihan biaya sosialnya ini PLN berbeda 

dengan perseroan lain yang pada umumnya mengalokasikan sejumlah biaya sosial 
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tertentu untuk memperoleh legitimasi. Seperti halnya pada penelitian Sujono dan 

Winartie (2004) yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja 

menerapkan akuntansi sosial untuk mengurangi sentimen negatif dari masyarakat.

Oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam mengukur biaya. 

Karena masalah yang banyak timbul adalah bagaimana mengukur social cost dan 

social benefit yang diperoleh (Luhgiatno, 2007). Namun yang membedakan PLN 

dengan perseroan lainnya adalah, PLN juga sebagai BUMN sehingga kepemilikan 

saham perseroan dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya dalam menentukan besarnya 

dana yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan diambil dari laba 

usaha perseroan. Sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap laba usaha. 

Tujuan dilakukannya tanggung jawab sosial oleh PT. PLN (Persero) juga 

hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi dan bentuk kepedulian kepada 

masyarakat. Seperti pernyataan SPV (supervisor) Kemitraan Bina Lingkungan PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Bapak Mirza saat wawancara yang 

menyebutkan,”Program CSR PLN itu ada dua, PKBL dan P3L. PKBL itu untuk 

memenuhi regulasi dimana PLN dari sudut pandang BUMN. Sedangkan P3L itu 

bentuk program CSR milik PLN dari sudut pandang sebagai Perseroan. Untuk 

Laporan PKBL dibuat menggunakan dasar SAK ETAP dan PSAK 45 tentang Entitas 

Nirlaba. Jadi laporan keuangannya khusus dibuat terpisah dari laporan keuangan 

perseroan. Informasi di dalamnya juga hanya untuk pertanggungjawaban kepada 

pemerintah. Berbeda dengan program P3L, bagian KHA (Komunikasi, Hukum dan 

Administrasi) sebagai pihak operasional mengajukan program pada Pusat, setelah 

disetujui dan dana turun, kita yang melaksanakan kemudian menyusun laporan 

realisasi program. Selanjutnya laporan tersebut kami serahkan pada bagian 

Keuangan dan Akuntansi untuk diposting di laporan keuangan. Walaupun standar 

yang digunakan berbeda, namun tetap untuk program ini bukan untuk mencari laba. 

Besarnya dana yang dikeluarkan itu tidak berpengaruh pada laba, karena dana 

dialokasikan dari laba. Prosentase besarnya alokasi tidak ditetapkan dengan pasti, 
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tergantung program yang disetujui dari berbagai Unit. Maka dari itu dalam laporan 

keuangan posisinya sebagai beban lain-lain, karena dianggap sudah tidak memiliki 

manfaat dan berada diluar operasi peseroan.”

4.3.3. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) PT. PLN (Persero)

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam PSAK No.1 telah mengatur 

bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan 

laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan utama. Oleh karena itu 

apabila diperlukan, adanya aktivitas lain, suatu perusahaan dapat membuat laporan 

lain mengenai kegiatan tersebut di luar laporan keuangan utamanya. Begitu pula 

untuk program tanggung jawab sosial, dapat disajikan dalam suatu laporan di luar 

laporan keuangan utama seperti Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).

PT. PLN (Persero) juga telah membuat dan menerbitkan Sustainability 

Report tersebut. Namun laporan tersebut tidak disusun oleh tiap-tiap unit atau kantor 

area. Penyusunan Sustainability Report PT. PLN (Persero) tahun 2011 dilakukan 

secara terpusat. Dasar penyusunan yang digunakan adalah GRI (Global Reporting 

Initiative) – G 3.0.

Berikut hasil analisis laporan keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011

dengan membandingkan pada indikator Standar Pengungkapan GRI sebagai berikut:

1. Profile

a. Strategy and Analysis (strategi dan analisis)

Informasi ini telah tercantum dalam laporan keberlanjutan PT. PLN 

(Persero) pada bagian Profil PT. PLN (Persero) - Strategi Umum Perusahaan. 

Disebutkan bahwa keberlanjutan usaha perusahaan bergantung pada tiga pilar 

utama: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Kinerja 

ekonomi yang stabil menjamin keberlanjutan usaha dalam menyediakan 

investasi. Kinerja lingkungan akan memastikan seluruh aktivitas operasional 
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mengurangi bahkan meniadakan kerusakan lingkungan. Sedangkan kinerja 

sosial menunjukkan pertanggungjawaban sosial perseroan dalam memastikan 

seluruh aktivitas perseroan selain meningkatkan nilai perusahaan sekaligus 

memberi manfaat bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan 

bahwa ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang perlu dicapai oleh 

perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha perseroan selama mungkin.

Dalam sustainability report juga dipaparkan dampak, risiko dan 

peluang usaha. Dikatakan bahwa dampak utama yang paling nyata bagi 

perseroan adalah perubahan iklim ekstrem. Cuaca yang memburuk seperti 

hujan lebat disertai angin topan dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan 

transmisi dan distribusi, yang mengakibatkan terganggunya pasokan listrik ke 

konsumen. Pengoperasian pembangkit PLN juga memberi dampak langsung 

maupun tidak langsung pada masyarakat, sebagai contoh radiasi 

elektromagnetik, limbah padat, debu, pencemaran air dan suara bising. 

Menghadapi kondisi ini, perseroan telah berkomitmen untuk mengelola semua 

dampak lingkungan bagi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

b. Organizational Profile (profil organisasi)

Dalam laporan keberlanjutan PT. PLN (Persero) telah disebutkan 

beberapa informasi Profil Perusahaan, mulai dari Nama Organisasi, 

Merek/Produk/Jasa Utama, Struktur Organisasi, Lokasi Kantor Pusat, Sifat 

Kepemilikan dan Bentuk Legal, Skala Organisasi, dan informasi lainnya yang 

relevan.

Berikut merupakan informasi dalam sustainability report yang 

berkenaan dengan indikator ini; kantor pusat PT. PLN (persero) berlokasi di 

Jl. Trunojoyo Blok M-I no. 135 Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. PLN 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk 

mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang bertenaga 

air, diesel, tenaga uap berbahan bakar batu bara maupun gas, ke pengguna 

akhir seperti kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik. 
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Perseroan merupakan BUMN dengan badan hukum berbentuk persero, 

bersifat terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di 

pasar saham Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham perseroan dimiliki oleh 

Pemerintah Indonesia. 

PLN beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan 

sekitar 47.615 pekerja pada tahun 2011. Selain menyalurkan kebutuhan listrik 

di wilayah Indonesia, PLN secara terbatas juga melakukan pembelian maupun 

penyaluran tenaga listrik dengan negara tetangga yang berbatasan, seperti 

Malaysia.

c. Report Parameters (parameter laporan)

Parameter pelaporan dalam hal ini terdapat tiga parameter yaitu 

periode pelaporan, tanggal pelaporan sebelumnya yang paling baru, dan siklus 

pelaporan. Semua informasi ini telah tercantum pada bagian Tentang Laporan 

Keberlanjutan PT. PLN (Persero).

Disebutkan bahwa Laporan Keberlanjutan ini meski dibuat terpisah 

namun tidak dapat dipisahkan dari laporan kinerja perusahaan selama satu 

tahun operasional yang disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan PT PLN 

(Persero). Sebelumnya, laporan ini juga pernah dibuat terpisah pada Mei 2008 

dan Juni 2011. Untuk menggambarkan keberhasilan seluruh program, 

pengukuran diambil melalui metode pengumpulan data terstandar. Untuk 

informasi keuangan PLN menggunakan metode pencatatan sesuai dengan 

ketentuan PSAK yang berlaku. Sementara informasi nonfinansial 

menggunakan ukuran-ukuran yang lazim dan metode pengumpulan informasi 

sesuai standar terakreditasi lain, seperti pada pengukuran informasi hasil 

pemantauan lingkungan, metode pencatatan kualitas dan kuantitas daya dan 

sebagainya. Laporan Keberlanjutan ini dibuat secara tahunan, meliputi periode 

1 Januari s/d 31 Desember 2011.

d. Governance, Commitments, and Engagement (tata kelola, komitmen, dan 

keterlibatan)
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Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan 

pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam 

menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi telah dipaparkan 

secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan pada bagian Tata Kelola 

Berkelanjutan.

Dalam sustainability report dijelaskan Dalam struktur tata kelola 

perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga 

tertinggi. RUPS merupakan forum para pemegang saham untuk mengambil 

keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha 

Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

(RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Melalui 

RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham dapat mempergunakan 

haknya dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi 

sekaligus memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan 

penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham 

dan kepentingan perusahaan.

2. Performance Indicators

a. Environmental (Indikator Kinerja Lingkungan)

Aspek dalam indikator ini adalah Aspek Material, Aspek Energi, 

Aspek Air, Aspek Biodiversitas/keanekaragaman hayati, Aspek Emisi dan 

Limbah, Aspek Kepatuhan serta Aspek Pengankutan/Transportasi. Aspek 

material terdiri dari penggunaan bahan yang diperinci berdasarkan berat atau 

volume dan prosentase penggunaan bahan daur ulang. Aspek Energi berkaitan 

dengan penggunaan energi baik langsung maupun tidak langsung dari sumber 

daya energi primer, penghematan dan inisiatif untuk mengurangi konsumsi 

energi. Aspek Air terkait dengan pengelolaan penggunaan air per sumber serta 

pengaruh signifikan akibat penggunaan tersebut. Aspek Biodiversitas 

merupakan uraian atas dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, 

produk, dan jasa perusahaan. Aspek emisi terdiri dari uraian identitas, ukuran, 
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status proteksi emisi bahan kimia berdasarkan jenis dan berat serta nilai 

keanekaragaman hayati dan habitat yang secara signifikan dipengaruhi oleh 

pembuangan limbah. Kemudian Aspek Kepatuhan berkaitan dengan nilai 

yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap 

hukum dan regulasi lingkungan. Sedangkan Aspek Pengangkutan berkenaan 

dengan dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan 

barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan. 

Semua aspek tersebut telah terperinci dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN 

(Persero) pada bagian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

Berikut merupakan contoh pemaparan berkenaan dengan inisiatif 

perusahaan untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan 

pengurangan yang dicapai. Dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) 

tahun 2011 disebutkan bahwa untuk mengurangi konsumsi energi tak 

langsung (energi yang digunakan untuk kendaraan operasional), Perseroan 

juga melakukan langkah-langkah penghematan, baik melalui perawatan rutin 

kendaraan operasional maupun dengan penyediaan sarana perumahan pegawai 

di sekitar instalasi utama. Sementara Langkah maupun kebijakan yang 

ditempuh untuk menghemat pemakaian listrik mencakup: 

1. Pemanfaatan bank kapasitor;

2. Sosialisasi dan implementasi ke karyawan untuk :

a. Menaikkan setting AC temperatur ke 25oC;

b. Mengurangi jumlah AC pada ruangan yang menggunakan AC Over 

Capacity;

c. Pemanfaatan cahaya alami:

i. Pengantian lampu-lampu listrik yang hemat energi dari lampu 

TL ke lampu SL secara bertahap;

ii. Penggantian AC (Biasa) ke AC Split (Inverter dan Bio);

iii. Pembenahan kualitas kelistrikan.
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b. Product Responsibility (Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk)

Informasi yang disajikan pada bagian ini meliputi program-program 

termasuk kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara 

akses terhadap listrik dan layanan kepada pelanggan serta pengawasan 

keterbukaan tentang informasi yang spesifik mengenai ketenagalistrikan. 

Dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) informasi tersebut disajikan 

pada bagian Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kinerja 

Ekonomi.

Dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011 

disebutkan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab perseroan bagi keselamatan 

pelanggan dinyatakan bahwa untuk konsumen rumah tangga PLN memasang 

instalasi luar lengkap dengan pengatur  embatas daya, tegangan standar yang 

ditentukan dan pengukur pemakaian daya. Pada setiap periode PLN 

melakukan kalibrasi ulang (terra) atas akurasi peralatan pengukur pemakaian 

daya untuk menjamin akurasi pencatatan. Pemasangan seluruh instrumen 

pengaman di instalasi akhir di tempat konsumen juga dimaksudkan untuk 

menjamin keamanan konsumen. Perseroan juga mencantumkan petunjuk 

besaran tegangan listrik yang dialirkan dan peralatan yang mampu membatasi 

daya maksimum yang terpasang, sesuai kontrak pemasangan listrik yang 

ditanda-tangani kedua belah pihak. Sepanjang jalur transmisi dan distribusi 

serta arealareal gardu induk, gardu distribusi dan areal trafo, Perseroan 

memasang peringatan agar masyarakat luas dan konsumen berhati-hati dan 

menjaga jarak aman dengan areal dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

keamanan jaringan maupun kesehatan konsumen dan mencegah terjadinya 

kecelakaan akibat tersengat aliran listrik.

c. Economic (Indikator Kinerja Ekonomi)

Informasi yang tersaji pada bagian ini antara lain adalah perolehan 

dan distribusi nilai ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya 

operasi, jasa karyawan, donasi dan lainnya. Informasi mengenai indikator 



80

ekonomi ini dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN tersaji pada bagian 

Kinerja Ekonomi.

Disebutkan kinerja ekonomi PLN adalah sebagai berikut; pada tahun 

2011, Perseroan dapat menghasilkan kenaikan pendapatan sebesar 128% 

menjadi Rp208 triliun dari sebelumnya Rp162 triliun. Total nilai perolehan 

ekonomi adalah sebesar Rp209 triliun atau naik 125% dari tahun sebelumnya 

Rp166 triliun. Perseroan dapat mendistribusikan kembali perolehan nilai 

ekonomi hingga mencapai Rp205.367 triliun kepada para pemangku 

kepentingan atau naik 61.8 % dari tahun 2010 sebelumnya. Bagian terbesar 

nilai perolehan Perseroan ini terpakai untuk biaya operasional yang mencapai 

Rp180 triliun, gaji pegawai Rp13 triliun, dan distribusi kepada penyandang 

dana (dividen untuk pemerintah dan bunga pinjaman bank) sebesar Rp11 

triliun. Sisanya terpakai untuk membayar pajak, royalti, dan pengeluaran 

untuk masyarakat. Selisih antara nilai ekonomi yang diperoleh dan 

didistribusikan pada tahun 2011 mengalami penurunan cukup signifikan 

daripada tahun sebelumnya. Sehingga nilai ekonomi yang dapat ditahan untuk 

membiayai kegiatan Perseroan tahun berikutnya menjadi minus Rp3.781 

miliar atau turun 61,85% dari periode sebelumnya (Sustainability Report PT. 

PLN Persero tahun 2011).

d. Human Rights (Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia)

Indikator ini meliputi jumlah waktu bagi karyawan dalam hal 

kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan 

kegiatan organisasi, termasuk presentase karyawan yang telah menjalani 

pelatihan. Selain itu juga segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang 

teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang 

diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Semua informasi terkait telah 

disajikan pada bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Disebutkan bahwa PLN menjamin persamaan kesempatan bagi 

seluruh pegawai dalam mengembangkan karirnya sesuai kompetensi dan 
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perkembangan perusahaan. Kompetensidan kemampuan pegawai dinilai 

menurut tools “balanced scorecard” untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. 

Penerapan yang konsisten atas asas ini menjadikan tidak adanya lagi kasus 

diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan gender pada semua 

level jabatan di Perseroan . Pada tahun pelaporan, jumlah mitra kerja yang 

terlibat dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup besar bergantung 

pada besaran unit bisnis masing-masing dan kompleksitas pekerjaan. 

Hubungan Perseroan dengan para mitra berdasar pada azas profesionalisme, 

dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang mencakup standar 

mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMK3), serta sistem 

manajemen lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga 

pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, akuntabilitas, dan 

ketepatan atas pasokan barang maupun jasa dari para mitra kerja. Perseroan 

juga mensyaratkan dipenuhinya aspek-aspek HAM dalam pelaksanaan 

investasi pembangunan pembangkit, kerja sama maupun kegiatan pemasokan 

oleh para mitra kerja (Sustainability Report PT. PLN Persero tahun 2011).

e. Labour Practice and Decent Work Performance Indicators (Praktik Tenaga 

Kerja dan Pekerjaan yang Layak)

Pada bagian ini informasi yang disajikan berkaitan dengan tenaga 

kerja perusahaan mulai dari program dan proses untuk menjamin ketersediaan 

tenaga terampil, presentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 

tahun mendatang, kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, 

jumlah dan tingkat perputaran karyawan, serta presentase karyawan yang 

menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur. Semua 

informasi tersebut telah tersaji di Laporan Keberlanjutan PT. PLN pada 

bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan LK3 (lingkungan, 

keselamatan dan kesehatan kerja).

Telah dinyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja 

yang trampil dalam proses perekrutan, PLN menyelenggarakan Direct 
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Shopping dan Job Fair yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi 

yang terbagi dalam 3 kelompok kegiatan rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen 

S1/D4/D3 (ii) rekrutmen program D3 kerja sama (iii) rekrutmen operator 

PLTU. Selain itu, PLN juga menyelenggarakan program beasiswa ikatan 

dinas dan daily online application. Proses rekrutmen kemudian ditindaklanjuti 

dengan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai 

baru maupun pegawai lama.

Batasan usia pensiun PT PLN (Persero) adalah 56 tahun. Sehingga 

dengan kondisi demografi pegawai seperti digambarkan tersebut di atas, 

jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan 

(usia >50 tahun) berjumlah 9.005 orang dan untuk 10 tahun ke depan (usia 46-

50) berjumlah 9.631 orang. Dengan demikian total pegawai yang akan 

memasuki usia pensiun pada 10 tahun ke depan berjumlah 18.636 orang atau 

34,89% dari seluruh pegawai pada 2011 (Sustainability Report PT. PLN 

Persero tahun 2011).

f. Society (Indikator Kinerja Masyarakat)

Beberapa informasi terkait adalah mengenai keterbukaan terhadap 

masyarakat untuk sektor listrik dan utilitas, sifat dasar, ruang lingkup dan 

keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan 

mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat 

beroperasi dan saat mengakhiri. PT. PLN telah menyajikan informasi tersebut 

dalam Laporan Keberlanjutannya pada bagian Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan.

Dalam Sustainability Report PT. PLN Persero tahun 2011 disebutkan 

untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dengan masyarakat pemilik tanah 

adat, PLN telah menyusun program pemberdayaan masyarakat adat 

(community development action plan/CDAP) yang berisi program-program 

pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial PLN (Corporate 

Social Responsibility/CSR). Program CSR disusun berdasarkan hasil 
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konsultasi dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat adat di sekitar 

lokasi proyek PLTA Genyem. Program CSR tersebut antara lain 

pembangunan proyek air bersih dan penyambungan listrik. Sehingga tidak ada 

kasus perselisihan dengan penduduk asli menyangkut hak tanah selama 

periode pelaporan.

Berikut merupakan komparasi antara indikator yang terdapat dalam GRI dengan 

Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011:

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan Sustainability Report PT. PLN (Persero)

No. Indikator (Indicators)

Dalam 
Sustainability 

Report PT. PLN 
(Persero) tahun 

2011
Ada Tidak

1 Profil (Profile)
a Strategi dan Analisis (Strategy and Analysis)

a.1

Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling 
senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi 
senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap 
organisasi dan strateginya.



a.2 Deskripsi dampak, risiko dan peluang utama. 

b Profil Organisasi (Organizational Profile)
b.1 Nama organisasi. 

b.2 Merek, produk dan/atau jasa utama 

b.3
Struktur organisasi, termasuk didalamnya divisi utama, 
perusahaan yang menjalankan usaha (operating 
companies), anak perusahaan dan usaha patungan.



b.4 Lokasi kantor pusat organisasi 
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b.5

Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama 
negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang 
relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam 
laporan.



b.6 Sifat kepemilikan dan bentuk legal. 

b.7
Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci 
berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis 
konsumen/penerima manfaat).



b.8 Skala organisasi. 

b.9
Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan 
terkait ukuran, struktur dan kepemilikan.



b.10 Penghargaan yang diterima dalam periode laporan. 

c Parameter Laporan (Report Parameters)
c.1 Periode pelaporan 

c.2
Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika 
ada)



c.3
Siklus pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan 
sebagainya)



c.4
Alamat kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan 
isinya



c.5 Proses dalam menetapkan isi laporan 

c.6 Batasan laporan 

c.7
Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan 
laporan



c.8

Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak 
perusahaan, fasilitas yang disewakan, kegiatan melalui 
outsourcing, serta entitas lainnya yang berpengaruh 
signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya setiap 
saat/antar organisasi.



c.9 Teknik pengukuran data dan dasar penghitungannya 

c.10
Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap 
informasi yang disediakan dalam laporan sebelumnya



c.11 Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya. 

d Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan 
(Governance, Commitments, and Engagement)

d.1 Struktur tata kelola organisasi 

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan Sustainability Report PT. PLN (Persero) – (Lanjutan)
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d.2
Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam 
menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan 
pengelola tertinggi.



d.3
Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan 
pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif



d.4
Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk 
dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.



d.5

Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari 
anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan 
strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan 
sosial.



d.6

Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, 
kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan 
kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari 
implementasinya.



d.7

Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk 
mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi 
terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk 
di dalamnya risiko dan peluang yang relevan.



d.8 Proses dalam mengevaluasi kinerja 

d.9
Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) 
dan/atau organisasi advokasi nasional/internasional.



d.10
Daftar kelompok stakeholder yang dilibatkan oleh 
organisasi



d.11
Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan 
memilih stakeholder yang akan dilibatkan



d.12
Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan stakeholder, 
termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan 
jenis dan kelompoknya.



2 Indikator Kinerja (Performance Indicators)
a Lingkungan (Environmental)

a.1 Aspek Material 

a.2 Aspek Air 

a.3 Aspek Biodiversitas 

a.4 Aspek Emisi, Efluen dan Limbah 

a.5 Aspek Produk dan Jasa 

a.6 Aspek Pengangkutan/Transportasi 

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan Sustainability Report PT. PLN (Persero) – (Lanjutan)
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a.7 Aspek Kepatuhan 

b Hak Asasi Manusia (Human Rights)
b.1 Aspek Investasi dan Pengadaan 

b.2 Aspek Non Diskriminasi 

b.3 Aspek Kebebasan Berserikat dan Berkumpul 

b.4 Aspek Pekerja Anak 

b.5 Aspek Kerja Paksa dan Kerja Wajib 

b.6 Aspek Praktek/Tindakan Pengamanan 

b.7 Aspek Hak Penduduk Asli 

c
Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 
(Labor Practices and Decent Work)

c.1
Aspek ketenagakerjaan khusus untuk bidang dan utilitas 
tertentu



c.2 Aspek tenaga kerja/hubungan manajemen 

c.3 Aspek keselamatan dan kesehatan kerja 

c.4 Aspek pelatihan dan pendidikan 

c.5 Aspek keberagaman dan kesempatan setara 

d Masyarakat (Society)
d.1 Aspek keterbukaan terhadap masyarakat 

d.2 Aspek rencana tanggap darurat 

d.3 Aspek komunitas 

d.4 Aspek korupsi 

d.5 Aspek kebijakan publik 

d.6 Aspek kelakuan tidak bersaing 

d.7 Aspek kepatuhan 

e Tanggung Jawab Produk (Product Responsibility)
e.1 Aspek pengungkapan 

e.2 Aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan 

e.3 Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa 

e.4 Aspek komunikasi pemasaran 

e.5 Aspek keleluasaan pribadi pelanggan 

e.6 Aspek kepatuhan 

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan Sustainability Report PT. PLN (Persero) – (Lanjutan)
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f Ekonomi (Economic)
f.1 Aspek kinerja ekonomi 

f.2 Aspek kehadiran pasar 

f.3 Aspek dampak ekonomi tidak langsung 

f.4 Aspek ketersediaan dan keandalan 

f.5 Aspek efisiensi sistem 

3. Management Approach

Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai pelaporan pertanggungjawaban 

sosial PT. PLN (Persero) terlebih dahulu kita mengingat kembali pembahasan pada 

tinjauan pustaka terkait kebijakan dalam menentukan batasan pengungkapan 

informasi dalam Laporan Keberlanjutan. Dalam GRI disebutkan bahwa ketika 

informasi yang diungkapkan tersebut memiliki kendali terhadap entitas dan memiliki 

dampak signifikan, maka informasi harus disajikan dan diungkapkan dalam bentuk 

Data Kinerja (Performance Data). Sedangkan ketika informasi yang diungkapkan 

hanya memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan namun tidak memiliki kendali 

terhadap entitas, maka perusahaan cukup hanya mengungkapkan informasi dalam 

bentuk Pengungkapan Pendekatan Manajemen (Disclosures on Management 

Approach). Sedangkan ketika informasi yang diungkapkan hanya memiliki pengaruh 

namun tidak signifikan bagi entitas maka pengungkapan cukup sebatas pelaporan 

naratif terkait isu dan masalah yang relevan (narative reporting on issues and 

dilemmas).
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BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua bentuk program CSR yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur, yaitu Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan 

(P3L) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam Sustainability Report PT. PLN (Persero) disebutkan secara garis besar 

program tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) dibagi menjadi empat jenis 

program utama sebagai berikut:

a. Community Services

Program ini terdiri dari program bantuan pada korban bencana alam, bantuan 

peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan dan pembangunan sarana 

umu, serta bantuan sarana ibadah.

b. Community Empowering

Program ini terdiri dari program pendidikan dan pelatihan.

c. Community Relation

Sama halnya dengan Community Empowering, program ini terdiri dari 

program pendidikan dan pelatihan. Yang membedakan keduanya adalah,

pada Community Empowering program dilaksanakan dengan tujuan 

memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang 

kemandirian dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan pada 

Community Relation lebih bertujuan untuk menyelaraskan tujuan perusahaan 

dengan keinginan masyarakat dengan pengembangan kesepahaman melalui 

komunikasi seperti berbagai sosialisasi berkenaan dengan kegiatan atau 

produk PT. PLN (Persero).

d. Pelestarian Alam
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Program pelestarian alam ini dilakukan untuk membantu lingkungan dalam 

pemulihan dampak aktivitas manusia. Program ini juga berguna bagi 

masyarakat untuk mengembangkan pola pikir peduli terhadap 

lingkungannya.

2. Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan sudah 

baik. PT. PLN (Persero) Jawa Timur mengelola Unit/Area Kantor Distribusi, 

Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, 

Kediri, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Malang, Pasuruan, Situbondo, Jember, 

Banyuwangi, Pamekasan dan APD Jawa Timur. Beberapa program diantaranya 

adalah BUMN Peduli yang direalisasikan di area Jawa Timur dengan tujuan 

untuk meringankan beban masyarakat berkaitan meningkatnya harga sembako.

Selanjutnya Program Peduli Gizi 5000 Balita yang dilakukan di Pasuruan dengan 

tujuan menyehatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian 

Program Rumah Pintar Jatim Park yang dilaksanakan di Malang sebagai bentuk 

partisipasi perusahaan dalam mencerdaskan bangsa melalui penyediaan sarana 

pendidikan yang memadai. Selanjutnya adalah Bank Sampah Bina Mandiri yang 

dilaksanakan di Surabaya guna meningkatkan partisipasi warga dalam 

memelihara kebersihan lingkungan dan masih banyak lagi program tanggung 

jawab sosial lainnya.

3. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan 

dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap 

regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas 

Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Laporan 

disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar 

Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 

2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya diperuntukkan bagi 
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pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksana operasional dalam 

merealisasikan anggaran.

4. Sedangkan untuk progran Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PLN 

(Persero) yang berupa Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L)

dimana sebagai bentuk kepatuhan perseroan dalam memenuhi UU no. 40 tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perseroan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial. Dilaksanakannya tanggung jawab sosial 

PT. PLN (persero) terlihat dari adanya pos Beban Community Development

(ComDev) pada Laporan Laba-Rugi yang digolongkan pada bagian Beban Lain-

lain. Diakui sebagai beban karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis ke 

depannya dan merupakan pengeluaran diluar operasi utama perusahaan, sehingga

murni untuk program tanggung jawab sosialnya. Sumber dana program tanggung 

jawab sosial perusahaan berasal dari prosentase tertentu Laba Perusahaan.

Penyaluran dana bersumber dari Usulan Program dari Unit PLN dan dari 

Eksternal (SOP No. CSR/01/2012).

5. Selain dilaporkan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas 

yang terpisah dari Laporan Keuangan utama perusahaan serta tercantum sebagai 

Beban dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, PT. PLN (Persero) juga 

mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya itu dalam sebuah Laporan 

Keberlanjutan (sustainability report). Laporan Keberlanjutan tersebut disusun 

oleh Kantor Pusat PT. PLN (Persero) di Jakarta. Laporan tersebut telah mengacu 

pada GRI dimana telah memenuhi semua indikator unsur pelaporan. 

6. Apabila dilihat dari sudut pandang batasan pelaporan, informasi tanggung jawab 

sosial perusahaan dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) dilaporkan 

dalam bentuk narasi, karena memang tanggung jawab sosial tersebut tidak 

memiliki kendali terhadap perusahaan dan memang posisinya berada di luar 

operasional perusahaan, serta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

perusahaan karena tujuan PT. PLN (Persero) melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya adalah untuk memenuhi regulasi yang ada, memperbaiki citra, mutu 
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dan produktivitas, mengurangi biaya risiko atas operasi perusahaan, menurunkan 

tekanan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Walaupun tidak memiliki 

pengaruh signifikan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

berdampak jangka panjang signifikan diantaranya adalah dengan meningkatnya 

taraf hidup sebagai dampak bantuan dari perusahaan seiring dengan 

meningkatnya loyalitas dan kesepahaman masyarakat dengan proses operasi PT. 

PLN (Persero) akan meningkatkan penjualan tenaga listrik serta mengurangi 

tunggakan. Sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada profitabilitas 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan Batasan Pelaporan pada GRI ketika informasi 

yang diungkapkan tidak memiliki pengaruh dan dampak signifikan maka cukup 

disajikan dalam bentuk narasi.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Dikarenakan oleh beberapa situasi dimana peneliti juga tidak luput dari kesalahan, 

tentunya penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang masih 

terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Akuntansi Tanggung Jawab Sosial merupakan bidang ilmu yang relatif baru 

dibandingkan bidang ilmu akuntansi lainnya, sehingga dasar perlakuan akuntansi 

baku belum bisa dibentuk. Sehingga peneliti menggunakan dasar peraturan 

pemerintah yang berlaku serta standar pelaporan aktivitas diluar operasi yang 

sifatnya umum yang digunakan secara internasional, yakni Global Reporting 

Initiative (GRI).

2. Penelitian ini hanya di lakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

bukan di PT. PLN (Persero) Pusat di Jakarta. Sehingga tidak dapat memberikan 

gambaran dan deskripsi lebih jelas terkait kebijakan terkait keputusan atas 

penetapan dana tanggung jawab sosial dan pemilihan program tanggung jawab 

sosial perusahaan.
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3. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak dapat didasarkan pada satu 

disiplin ilmu saja, sehingga dibutuhkan disiplin ilmu lain sebagai penunjang 

seperti Ilmu Hukum, Hukum Lingkungan dan Ekonomi Lingkungan.

4. Biaya tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh tiap-tiap perseroan dan 

BUMN tidak selalu sama tergantung jenis kegiatan industri, teknologi, dan

kebijakan perusahaan.

5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, serta keterbatasan dari penelitian ini maka 

peneliti mencoba memberi saran yang sekiranya bermanfaat yaitu:

1. Disarankan agar perusahaan tetap membuat laporan terpisah mengenai realisasi 

kegiatan agar lebih mudah mengevaluasi kegiatan atau program yang berjalan 

serta berguna untuk pertimbangan program yang akan dilaksanakan.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti di bidang tanggung jawab sosial 

pada obyek penelitian yang serupa, disarankan menggunakan PT. PLN (Persero) 

Pusat sebagai obyek penelitiannya agar memperoleh gambaran lebih jelas terkait 

kebijakan terkait.

3. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti di bidang tanggung jawab 

sosial, disarankan lebih mengarah kepada implementasi dari tanggung jawab 

sosial dengan didukung disiplin ilmu lain baik segi hukum, hukum lingkungan 

maupun ekonomi lingkungan, agar penilaian terhadap implementasi yang 

berjalan bisa lebih baik. Misalnya apakah yang menjadi pertimbangan bagian 

Komunikasi, Hukum dan Administrasi (KHA) perusahaan dalam membuat 

program tanggung jawab sosial dari segi Hukum.

4. Dikarenakan belum ada standar baku yang mengatur pelaporan tanggung jawab 

sosial bagi perusahaan, disarankan untuk penelitian selanjutnya tetap 

menggunakan obyek perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas 

pertimbangan, sebagai BUMN tentu harus mengikuti pedoman yang telah 

ditetapkan pemerintah, yang menjadi berbeda hanya bagaimana kebijakan 
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perlakuan akuntansi untuk biaya sosial dari sudut pandang sebagai perseroan.

Dimana hal tersebut tergantung dari jenis kegiatan industri, teknologi dan 

kebijakan perusahaan.

5. Selain alasan pada poin nomor empat (4) digunakannya obyek BUMN untuk 

penelitian selanjutnya karena BUMN cenderung perusahaan yang memberikan 

pelayanan publik serta merupakan perusahaan besar yang rentan terhadap 

sentimen negatif. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Anggraini (2006) 

bahwa perusahaan yang termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis 

yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak 

dibandingkan perusahaan lain.
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Lampiran 1

Format Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN



Lampiran 2

Daftar Wawancara (Sumber: Hadi, Sofyan. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi 

Lingkungan pada PT Istana Cipta Sembada)

Daftar Wawancara

Pertanyaan diajukan kepada bagian KHA (Komunikasi, Hukum dan Administrasi):

1. Bagaimana proses operasi di PT. PLN (Persero)?

2. Dalam proses operasi perusahaan tersebut menimbulkan dampak sosial apa saja?

3. Tolong jelaskan proses penanggulangan dampak sosial tersebut?

4. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap keberadaan proyek operasi PT. PLN 

(Persero) yang berdampak terhadap lingkungan maupun sosial ?

5. Bagaimana selama ini perusahaan menerima dan menanggapi keluhan-keluhan 

dari masyarakat?

6. Apakah perusahaan ini telah menyajikan pelaporan terkait tanggung jawab 

sosialnya terhadap dampak sosial yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasi 

perusahaan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas?

Pertanyaan diajukan kepada bagian Keuangan dan Akuntansi :

1. Apakah perusahaan ini telah menyajikan pelaporan terkait tanggung jawab 

sosialnya terhadap dampak sosial yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasi 

perusahaan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas?

2. Apakah bukti dari penerapan proses tersebut?

3. Dalam proses tersebut pasti membutuhkan biaya-biaya, bagaimana perusahaan 

melaporkannya? Apakah biaya-biaya tersebut digabung dalam laporan keuangan 



umum perusahaan atau dilaporkan dalam laporan tersendiri yang membahas 

biaya sosial perusahaan?

4. Faktor penyebab apakah yang dominan dalam mempengaruhi perusahaan untuk 

mengungkapkan biaya sosial tersebut?

5. Berdasarkan apakah perusahaan menerapkan pengukuran biaya sosial?

6. Apakah pengakuan dan penyajian biaya sosial dalam laporan keuangan telah 

sesuai dengan PSAK yang berlaku?

7. Apa pengaruh dari pengungkapan dan pelaporan biaya sosial terhadap 

perusahaan?

Pertanyaan diajukan kepada bagian KSA (knowledge, skill and abilities) :

1. Sejauh mana riset yang dilakukan perusahaan dalam pendirian proyek jaringan 

listrik yang berpotensi berdampak lingkungan dan sosial? Bagaimana pengaruh 

biaya riset tersebut terhadap laba perusahaan?

2. Bagaimana perencanaan perusahaan atas perbandingan biaya yang akan 

dikeluarkan untuk kegiatan sosial atau proyek perusahaan yang berdampak 

lingkungan dan sosial terhadap estimasi manfaat atau keuntungan yang akan 

diperoleh?
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Laporan Posisi Keuangan PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa 

Timur
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Laporan Aktivitas PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur
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Neraca Saldo PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur





Lampiran 6

Laporan Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur.
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Laporan Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur.
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Laporan Laba-Rugi dari System Application Product (SAP) PT. PLN (Persero)
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Laporan Laba-Rugi dari System Application Product (SAP) PT. PLN (Persero)
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Daftar Sumber Wawancara

Nama : Mirza

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 13 September 1975
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Jabatan : SPV Kemitraan Bina Lingkungan

  PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Nama : Djarot Hadinugroho

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30 November 1961

Alamat : Taman Pondok P2 Surabaya

Jabatan : Analyst Komunikasi

  PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Nama : Ahmad Fathurroji

Tempat, tanggal lahir : Jember, 7 April 1988

Alamat : Perum BTB Blok BQ-9 Jember

Jabatan : Junior Analyst Akuntansi dan Keuangan

  PT. PLN (Persero) Area Jember
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